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N Kelompok Indikator Prioritas SPM |  Akar Masalah Kode Sus Kegiatan
Indikator Satuan Deskri NSPK (Norma. Standar. Prosedur. dan ia)
1 |Angka Partisipasi | 1) Jumiah warga negara | 1) Daftar Anak Tidak | 1.01.02.1.01.0060 | 1.01.02.1.02.0053 | 1.01.02.1.03.0059 Koordinasi, Perencanaan. Jumiah Dokumen | Dokumen | 1) Pendataan warga negara usia 16-18 tahun yang tidak 2. Pendataan Anak Tidak Sekolah (ATS) Pendataan ATS dan Sosialisasi Pendidikan:
Sekolah usia 16-18 tahun yang Sekolah (ATS) valuasi Lay: fan | Hasil Koordinasi, ipasi dalam pendidikan 1) Melakukan analisis data ATS dari dasbor http://pd.data kemdikbud.go.(d/ATS 1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)
berpartisipasi dalam a) Daftar warga diBidang Pen ikan Perencanaan, 2) Pendataan warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabiltas 2; Melakukan koordinasi dengan sekolah asal dan/atau desalkelurahan untuk verifiasi data ATS melalui dasbor  |2) Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
pendidikan (APS) negara usia 16-18 upervisi dan yang tidak berpartisipasi dalam pendidikan ttp:/ipd data kemdikbud.go.id/AT: 3) Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan
2) Jumiah warga negara  |tahun yang tidak Evaluasi Layanan di 3) Pemutakhiran Dapodik minimal 2 (dua) kalidalam setahun untuk |3) Melakukan analisis akar masalah hasil verifiasi dala ATS dari dasbor http://pd data kemdikbud go.id/ATS 4) Panduan Verifikasi dan Validasi Anak Tidak Sekolah (ATS) di http://pd data kemdikbud.go.i/ATS
usia 4-18 disabiltas yang | berparlisipasi dalam Bidang Pendidikan menjamin kesesuaian data dengan kondisi satuan pendidikan.  |4) Menyusun strategi sesuai dengan akar masalah ATS
berpartisipasi dalam pendidikan 4) Peningkatan kesadaran masyarakat atas pentingnya pendidikan [5) Menyusun analisis kebutuhan daya tampung catuan pendld\kan berdasarkan Dapodik, jika akar masalahnya  |Pemutakhiran Dapodik :
pendidikan (APS) b) Daftar warga kekurangan daya tampung 1) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
negara usia 4-18 2) Permendikbud Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan (DAPODIK)
tahun penyandang b. Pemutakhiran Data Dapodik 3) Permendibudistek Nomar 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan
disabiltas yang tidak 1) Melakukan koordinasi dan pendampingan ke satuan pendidikan untuk pemutakhiran Dapodik, lermasuk Teknolog
berparti dalam pemberian insentif bagi operator Dapodil 4) Kepmenmkbudnstek Nomor 303/M/2022 tentang Petunjuk Teknis Data Pendidikan pada PAUD,
pendidikan 2) Melakukan verifikasi dan validasi Dapodik dari satuan pendidikan sesuai dengan kondisi terkini Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, serta Kursus dan Pelatihan
3) Memastikan satuan pendidikan melakukan pemutakhiran Dapodik untuk menjamin kesesuaian data dengan  (5) Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan
kondisinya Operasional Satuan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Permendikbudristek Nomor 63 Tahun
2) Kesadaran 4) Khusus satuan PAUD, perlu melakukan pendataan satuan PAUD sehingga mendapatkan NPSN dan melakuan 2023
masyarakat tentang pemutakhiran ke Dapodik
pentingnya pendidikan
osialisasi Pentingnya Pendidikan
1) Melakukan dialog persuasif dengan tokoh agama, masyarakat, dan adat untuk meningkatkan kesadaran
per ndidikan
2) Melakukan sosialisasi dan/atau kampanye tentang pentingnya pendidikan melalui berbagai kanal informasi
Biaya personal 1.01.02.1.01.0045 | 1.01.02.1.02.0037 | 1.01.02.1.03.0044 Penyediaan Biaya Personil Jumiah Peserta Didik| Peserta didik | 1) Pemberian biaya pendidikan kepada peserta didik dari keluarga | a. Pemberian biaya pendidikan kepada peserta didik dari keluarga ekonomi tidak mampu sampai lulus | 1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, sebagaimana telah diubah
peserta didik Peserta Didik Sekolah Sekolah Menengah ekonomi tidak mampu sampai lulus 1) Melakukan pemetaan wilayah dan pendataan keluarga tidak mampu yang memiliki anak usia sekolah yang tidak |dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022
Menengah Atas / Sekolah Atas / Sekolah 2) Pemberian bantuan pendidikan berupa pembebasan atau sekolah 2) Permendikbud Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar
Menengah Kejuruan / Menengah Kejuruan pengurangan biaya pendidikan bagi peserta didik dalam rangka  |2) Melakukan verifikasi calon penerima biaya pendidikan dari keluarga tidak mampu 3) Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan
Pendidikan Khusus / Pendidikan Khusus implementasi sistem penerimaan murid baru yang berlaku 3) Menyusun NPK (Norma, Prosedur, Kriteria) tentang pemberian biaya pendidikan kepada peserta didik dari 4) Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan
yang Menerima keluarga tidak mampu Operasional Satuan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Permendikbudristek Nomor 63 Tahun
Biaya Personil 4) Menyalurkan biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan yang beriaku 2023
Peserta Didik 5) Melakukan monitoring dan evaluasi pemanfaatan biaya pendidikan kepada peserta didik ) Permendikbudristek Nomor 18 Tahun 2023 tentang Standar Pembiayaan pada Pendidikan Anak Usia
Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengat
b. Pemberian bantuan pendidikan berupa atau biaya pendididkan bagi 6) Peraturan Kemendikdasmen tentang Sistem Peneriman Murid Baru yang berlaku
peserta didik dalm rangka implementasi sistem penerimaan murid baru yang berlaku
1) Melakukan dayat: kolah dengan peraturan tentang sistem
penerimaan murid baru yang berlaku
2) Melakukan penghitungan atas calon murid yang tidak dapal dtampung di sokolah neger untuk dapat dampung
sesuai dengan peraturan sistem penerimaan murid baru yan
3) Melakukan kerja sama dengan sekolah yang memiliki ke\ebman daya tampung, sesuai dengan peraturan sistem
penerimaan murid baru yang berlaku
4) Menyediakan bantuan pendidikan kepada calon murid dapat berupa pembebasan biaya pendidikan, atau
pengurangan biaya pendidikan, sesuai dengan peraturan sistem penerimaan murid baru yang berlaku
1.01.02.1.01.0039 | 1.01.02.1.02.0031 | 1.01.02.1.03.0038 Pengadaan Perlengkapan Jumiah Paket Pemberian penunjang 1) Mengidentifikasi perlengkapan penunjang pembelajaran yang dibutuhkan peserta didik dari keluarga tidak 1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, sebagaimana telah diubah
Peserta Didk erlengkapan dari keluarga tidak mampu sampal ulus mpu dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022
Peserta Didik yang 2) Menyusun NPK (Norma, Prosedur, Kriteria) tentang pemberian penunjang kepada |2) Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan
Tersedia peserta didik dari keluarga tidak mampu 3) Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan
3) dan penunjang bagi peserta didik sesuai dengan Operas\ona\ Satuan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Permendikbudristek Nomor 63 Tahun
ketentuan yang berlaku 2023
4) Melakukan monitoring dan evaluasi dampak dari pemberian penunjang jaran kepada  |4) lomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan
peserta didik Anak Usia Dini, Jenjang Pandidkan Dasar,dan Jenjang Pendidikan Menengah
Daya tampung satuan | 1.01.02.1.01.0001 | 1.01.02.1.02.0001 | 1.01.02.1.03.0001 Pembangunan USB (Unit Jumiah Sekolah | Unit Penyediaan layanan pendidikan di daerah yang kekurangan daya | Melaksanakan pembangunan unit sekolah baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan | 1) Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pembangunan, Rehabiltasi, atau Renovasi Pasar
pendidikan bagi anak Sekolah Baru) Baru yang Telah tampung melalui pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) kelayakan kebutuhan peserta didik disabilitas, kenyamanan belajar, ramah anak, dan mendukung green school. |Rakyat, Prasarana Perguruan Tinggi, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, dan Satuan Pendidikan Dasar
usia sekolah Dibangun dan Menengah
2) Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
3) Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan
Pendidikan Dasar dan Menengah
4) Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak,
Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan
5) Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan
Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah
6) Permendikbudristek Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia
Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah
1.01.02.1.01.0072 | 1.01.02.1.02.0064 | 1.01.02.1.03.0070 Pembangunan Ruang Kelas Jumiah Ruang Kelas |Ruang Penyediaan layanan pendidikan di daerah yang kekurangan daya | Melaksanakan pembangunan ruang kelas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan | 1) Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pembangunan, Rehabiltasi, atau Renovasi Pasar
Baru Baru yang tampung melalui pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) kelayakan kebutuhan peserta didik disabiltas, kenyamanan belajar, ramah anak, dan mendukung green school. |Rakyat, Prasarana Perguruan Tinggi, Perguruan Tinggi Keagamaan lslam, dan Satuan Pendidikan Dasar
Bertambah dan Menengah
2) Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak,
Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan
3) Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan
Anak Usia Din, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah
4) Pemnencikaxiisk Norro 47 Tahun 2023 tntang Stndar Pengeioen paca Penddken Ansk sl
Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Ment
5) Paratunan potuniuk ks Dana Alokes Khusus (DAK) Fiok b\dang Pendidikan yang beriaku
1.01.02.1.01.0019 | 1.01.02.1.02.0069 | 1.01.02.1.03.0079 Rehabiltasi Sedang/Berat Jumiah Ruang Kelas | Ruang Penyariaan ayanan pendidken i daerah yang kekurangan daya | Violaksanaken rehabies uang keles kondsi rusak sedang/beral pada satuen pendidian sesui dengen 1) Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pembangunan, Rehabiltasi, atau Renovasi Pasar
Ruang Kelas Sekolah Sekolah yang Telah tampung melalui rehabiltasi ruang kelas sekolah kondisi rusak [ ketentuan yang berlaku, den layak belajar, ramah [ Rakyat, Prasarana Perguruan Tinggi, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, dan Satuan Pendidikan Dasar
Direhabiltasi sedang/berat anak, dan mendukung green school . dan Menengah
Sedang/Berat 2) Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak,
Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan
3) Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan
Anak Usia Din, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menen
4) Permendkoucritek Nomor 47 Tahun 2023 teang Standar Pengelaaan pada Pendidian Anck Usia
Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah
5) Peraturan petunjuk teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik bidang Pendidikan yang berlaku.
101021010043 | 10102.1.02.0035 | 1.01.02.1.03.0042 Pemeliharaan Rutin Sarana, Jumiah Sarana, | Unit Penyediaan layanan pendidikan melalui kelas pada satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku | 1) Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, sebagaimana telah diubah

fengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022

2) Permendikbudristek No. 18 Tahun 2023 tentang Standar Pembiayaan pada Pendidikan Anak Usia Dini,
Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah

3) Permendikbudristek No. 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak
Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah



https://docs.google.com/spreadsheets/d/16U_U03DBh2gnyU9LUh0WB3o1R5nNeTWnRYim9UBwxN0/edit?gid=473509985#gid=473509985
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16U_U03DBh2gnyU9LUh0WB3o1R5nNeTWnRYim9UBwxN0/edit?gid=473509985#gid=473509985
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16U_U03DBh2gnyU9LUh0WB3o1R5nNeTWnRYim9UBwxN0/edit?gid=473509985#gid=473509985
https://pd.data.kemdikbud.go.id/ATS/assets/doc/panduan_ats_v.1.0.2.pdf
https://pd.data.kemdikbud.go.id/ATS/assets/doc/panduan_ats_v.1.0.2.pdf
https://pd.data.kemdikbud.go.id/ATS/assets/doc/panduan_ats_v.1.0.2.pdf
https://pd.data.kemdikbud.go.id/ATS/assets/doc/panduan_ats_v.1.0.2.pdf
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https://pd.data.kemdikbud.go.id/ATS/assets/doc/panduan_ats_v.1.0.2.pdf
https://pd.data.kemdikbud.go.id/ATS/assets/doc/panduan_ats_v.1.0.2.pdf
https://pd.data.kemdikbud.go.id/ATS/assets/doc/panduan_ats_v.1.0.2.pdf
https://pd.data.kemdikbud.go.id/ATS/assets/doc/panduan_ats_v.1.0.2.pdf
https://pd.data.kemdikbud.go.id/ATS/assets/doc/panduan_ats_v.1.0.2.pdf
https://pd.data.kemdikbud.go.id/ATS/assets/doc/panduan_ats_v.1.0.2.pdf
https://pd.data.kemdikbud.go.id/ATS/assets/doc/panduan_ats_v.1.0.2.pdf
https://pd.data.kemdikbud.go.id/ATS/assets/doc/panduan_ats_v.1.0.2.pdf
https://pd.data.kemdikbud.go.id/ATS/assets/doc/panduan_ats_v.1.0.2.pdf
https://pd.data.kemdikbud.go.id/ATS/assets/doc/panduan_ats_v.1.0.2.pdf
https://pd.data.kemdikbud.go.id/ATS/assets/doc/panduan_ats_v.1.0.2.pdf
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16U_U03DBh2gnyU9LUh0WB3o1R5nNeTWnRYim9UBwxN0/edit?gid=473509985#gid=473509985

No|  Kelompok Indikator Prioritas SPM | Akar Masalah Kode Sub Kegiatan Sub Kegiatan Definisi
Indikator SMA SMK SLB Kineria Indikator Satuan Deskrinsi o NSPK (Norma. Standar. Prosedur. dan Kriteria)
1.01.02.1.01.0060 | 1.01.02.1.02.0053 | 1.01.02.1.03.0059 Koordinasi, Perencanaan, Terksananya Koordnas) Jumiah Doumen | Dokumen | FasiesiPeaksanaan Reviaisesi Sekoiah a. Fasilitasi Sekolah oleh 7) Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan
valuasi L Supervisi dan | Hasil Koordinasi, 1) Membentuk tim koordinasi revitalisasi yang bertugas membantu sekolah dalam perencanaan dan pelaksanaan | Peraturan Pemerinth Nomor 18 Tahun 2022
di Bidang Pendidikan Evaluasi Layanan di Bidang | Perencanaan, pembangunan 2) Permendikbudristek No. 18 Tahun 2023 tentang Standar Pembiyaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, jenjang
Pendidikan Supervisi dan 2) Melakukan koordinasi pelaksanaan revitalisasi sekolah dengan fasilitator proyek Kemendikdasmen Pendidikan Daser dan Jenjang Pendicikan Menengsh
Evaluasi Layanan di 3 Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan revitalisast sokolah 3) Permendikbudristek No. 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini,
Bidang Poncidikan Jenjang Pendicikan dan Jenjang Pendidikan Menengah
4) Peraturan Petunjuk Teknis Revitalsasi Sekolah yang beriaku
kolah oleh
1; Waakaren pemetaan sekolah dan analisis kebutuhan revitalisasi sokaen berdasarkan Dapodik
Pembangunan unit sekolah ba
b. Pembangunan ruang kelas
 Rehabias ueng las padh setuan pendiian dengan kondisrusal sedanglorat yang teleh erdatacelam
Dapodik
d. Pemelinaraan gedung/ruang kelas pada satuan pendidikan yang tidak mencukupi anggaran pemeliharaannya
. Pembangunan ruang praklik siswa (khusus untuk SMK|
2) Menyusun perencanaan dan melakukan ven(kas\/surve\ lapangan
3) Melakukan koordinasi pelaksanaan revitalisasi sekol
4) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Tovialisas sckolah
- 1.01.02.1.02.0004 - Pembangunan Ruang Praklik | Ruang Praktik Siswa yang | Jumiah Ruang Ruang Pengadaan ruang prakiik siswa penunjang yang rakik ketentuan yang berlaku (termasuk perlengkapannya | 1) Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pembangunan, Rehabillasi, alau Renovasi Pasar
Siswa Terbangun Praktik Siswa yang disesuaikan standar industri sesuai dengan standar sarana (don prasarana industri, serta kompetensi keahlian yang diselenggarakan di SMK) |Rakyat, Prasarana Perguruan Tinggi, Perguruan Tinggi Keagamaan lslam, dan Satuan Pendidikan Dasar
Telah Dibangun dan Menengal
2) Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak,
Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan
3) Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan
Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengal
4) Permendikbudristek Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia
, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah
5) Peraturan petunjuk operasional Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik bidang Pendidikan yang beriaku.
Pemenuhan gizi 1.01.02.1.01.0060 | 1.01.02.1.02.0053 | 1.01.02.1.03.0059 Koordnasi Persncanaan, Terlaksananya Koordinasi, |Jumiah Dokumen | Dokumen | Koordinasi penyediaan makanan bergizi bagi peserta didik - Melakukan koordinasi dengan instans terkait yang menangani penyediaan makanan bergizi bag peserta didik, 1) Undang - Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
peserta didik i L , Supervisi dan | Hasil Koordinasi, gizi, kesehatan, dan lain-lain 2) Undang - Undang No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air
di Ewdang Penmmkan Evaluasi Layanan di Bidang |Perencanaan, - Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pengelolaan sampah (waste management ) di satuan 2) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah
Pendidkan pervisi dan pendidikan 3 Persturan Menta Keangen Normoe ZSPMK 0712021 Tahun 2021 tertn Dlasogen Paciansan Anggersn
" . i endapatan dan Belanja Negara bagi Pengeloiaan Sampah di Daerat
EvaluasiLayanan d - Metekukan kooroinasi dengan instan terkek delem penyscloan ai bersh dl saan pendlciken 4) Pomendibudicte No. 18 Tahus 2023 fentand Stanier Pemoryaan pada Pendidkan Anak Usia Din, ofang
9 Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendiikan Menengah
1.01.02.1.01.0014 | 1.01.02.1.02.0010 | 1.01.02.1.03.0008 Pembangunan Sarana, Sarana, Prasaranadan | Jumlah Sarana, | Unit Penyediaan sarana dan prasarana pendukung terkat penyediaan | 1) Melakukan analisis kebutuhan sarana dan prasarana pendukung atas penyediaan makanan bergizi bagi peserta| 1) Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 teniang Pendanaan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan
Prasarana dan Utiltas Sekolah |Utiltas Sekman yang Prasarana dan makanan bergizi bagi peserta didik di satuan pendidikan ik di satuan pendidikan, antara lain: infrastruktur ruang makan siswa (opsional), ruang transit makanan, tempat | Peraturan Pemerinth Nomor 18 Tahun 2022
Terbang Utiitas Sekolah yang cuci tangan dengan sabun dan air mengair, sarana pengelolaan sampah (waste management), dan ai 2) Permendikbudristek No. 18 Tahun 2023 fonrg Stndar Pambiyaanpads Pendidien Arsk Usia Dii, aiang
Telah Dibangun 2) Menyusun perencanaan dan berkoordinasi dengan instansi terkait atas penyediaan kebutuhan sarana dan Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Men
prasarana alas penyediaan makanan bergizi bagi peserta didk 5) Permendikiudristek No. 22 Tahun 2023 entang Stndar Saranadan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini,
3) Melakukan survei kelayakan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana atas penyediaan makanan bergizi | /e"ang Pendidikan dan Jenjang Pendidikan Menengah
bagi peserta didik
4) Melaksanakan pengadaan kebutuhan sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan berlaku
1.01.02.1.01.0068 | 1.01.02.1.02.0062 | 1.01.02.1.03.0069 Rehabiltasi Sedang/Berat Sarana, Prasaranadan _|Jumlah Sarana, | Unit Rehabilitasi prasarana pendukung terkait penyediaan makanan | 1) Melakukan analisis kebutuhan prasarana pendukung atas penyediaan makanan bergizi bagi peserta didik di
Sarana, Prasarana dan Utiitas ~|Utiitas Sekolah yang Prasarana dan bergizi bagi peserta didik di satuan pendidikan satuan pendidikan, antara lain: infrastruktur ruang makan siswa (opsional), ruang transit makanan dan lain-lain
Sekolah Terehabiltasi Sedang/Berat |Utiltas Sekolah yang 2) Menyusun perencanaan dan berkoordinasi dengan instansi terkait atas penyediaan kebutuhan sarana dan
Telah Direhabiltasi prasarana atas penyediaan makanan bergizi bagi peserta didik
Sedang/Berat 3) Melakukan survei kelayakan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana atas penyediaan makanan bergizi
bagi peserta didik
4) Melaksanakan rehabilitasi sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan berlaku
2 | Literasi dan 1) Rala-ala kemampuan | Pemenuhan pendidik | 1.01.04.1.01.0001 | 1.01.04.1.01.0001 | 1.01.04.1.01.0001 Perhilungan dan Pemetaan | Tersedianya Dokumen Hasil | Jumiah Dokumen | Dokumen | Pemetaan dan penalaan penempalan unuk pemerataan pendidik | 1) Melakukan analisis formasi pendidik dan tenaga aplikasi dari 1) Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
Numerasi Literasi SMA berdasarkan | dan tenaga Pendidik dan Tenaga Perhitungan dan Pemetaan |Hasil Perhitungan dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) |2) Menyusun laporan hasil pemetaan dan penataan pendidik dan tenaga kependidikan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipi
Asesmen Nasional kependidikan di Kependidikan Satuan Pendidik dan Tenaga tahun 3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74
2) Rata-rata kemampuan | satuan pendidikan Pendidikan Menengah dan | Kependidikan Satuan Pendidik dan Tenaga Tahun 2008
Numerasi SMA berdasarkan Pendidikan Khusus Pendidikan Menengah dan | Kependidikan 4) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK
Asesmen Nasional Pendidikan Khusus tuan Pendidikan 5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja
3) Ratarrata kompetensi Menengah dan Gury, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah
Literasi SMK berdasarkan Pendidikan Khusus 6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang PPDB pada TK, SD, SMP,
Asesmen Nasional SMA, dan SMK
4) Rata-rata kompetensi 7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru sebagai
Numerasi SMK berdasarkan Kepala Sekolah
Asesmen Nasional 8) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar
5). Rata-rala kompetensi Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah
Literasi SDLB berdasarkan (pasal 21 ayat 4
Asesmen Nasional. ) Peraturan Menler Pendian, Kebudayzan, Rise dan TeknologiNomr 48 Tahun 2023 tean
6). Rata-rata kompetensi Akomodasi yang Layak untuk Pes nyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
Literasi SMPLB 1.01.04.1.01.0002 | 1.01.04.1.01.0002 | 1.01.04.1.01.0002 Penataan Pendistribusian Terlaksananya Penataan | Jumiah Laporan | Laporan Distribusi pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualtas untuk | 1) Melakukan penempatan pendidik dan tenaga berdasarkan hasil Tormasi Forma, Pendidikan Dasar, Penddikan Menengah dan Pendidikan Tinggi
berdasarkan Asesmen Pendidik dan Tenaga Pendidk  [Hasil pendidik dan tenaga apiikasi dari Kemendikdasmen 10) Peraturan Menteri pe,.dayagunaan ‘Aparatur Negara dan Reformsi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023
Nasional Kependidikan Satuan dan Tenaga Kependidikan  |Penataan 2) Menyusun laporan hasil pendidik dan tenaga tentang Jabatan Fungsi
7). Rata-rata kompetensi Pendidikan Menengah dan  |Satuan Pendidikan Pendistribusian 11) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024
Literasi SMALB Pendidikan Khusus Menengah dan Pendidikan | Pendidik dan Tenaga tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara
berdasarkan Asesmen Khusus Kependidikan 12) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 234/0/2024 tentang Pedoman Formasi Jabatan
Nasional Satuan Pendidikan Fungsional Guru, Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah, Jabatan Fungsional Pamong Belajar, dan Jabatan
8). Rata-rata kompetensi Menengah dan Fungsional Penilik
Numerasi SDLB Pendidikan Khusus 13) Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan,
Asesmen Riset dan Teknologi Nomor 4831/B/HK.03.01/2023 tentang Peran Pengawas Sekolah dalam Implementasi
Nasional Kebijakan Merdeka Belajar pada Satuan Pendidikan
9). Rata-rata kompetensi 14) Keputusan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 4338/B.B1/HK 03.01/2023 tentang
Numerasi SMPLB Juknis Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah
berdasarkan Asesmen 15) Petunjuk Teknis Bimbingan Teknis Pemenuhan Guru Pembimbing Khusus
Nasional
10). Rata-rata kompetensi
Numerasi SMALB
1.01.02.1.01.0050 | 1.01.02.1.02.0042 | 1.01.02.1.03.0049 Penyediaan Pendidik dan Pendidik dan Tenaga Jumiah Pendidik dan [Orang Pengajuan formasi dan penyediaan guru ASN sesuai dengan 1) i formasi guru dan tenaga berdasarkan hasil analisa menggunakan | 1) Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Si

berdasarkan Asesmen
Nasional

Tenaga Kependidikan bagi
Satuan Pendidikan Sekolah
Menengah

Kependidikan Tersedia bagi
Satuan Pendidikan Sekolah
Menengah

Khusus

Khusus

naga
Kependidikan yang
Tersedia pada
Satuan Pendidikan
Sekolah Menengah
Atas/Kejuruan/Pendi
dikan Khusus

ketentuan peraturan perundang-undangan

aplikasi dari Kemendikdasmen
2) Mengusulkan penetapan formasi kepada Kemenpan-RB

3) Menyediakan guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
4) Melaporkan mekanisme pengisian formasi guru dan tenaga dalam aplikasi dari

legara
2) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan
Perjanjian Kerja

3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024
tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara

4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang PPDB pada TK, SD, SMP,
SMA, dan SMK

Penyediaan guru pendidikan khusus paling sedikit 1 (satu) orang
satuan pendidikan yang melayani peserta didik penyandang

disabiltas

- Merekrut guru untuk pendidikan khusus pada satuan pendidikan yang melayani peserta didik penyandang
disabiltas jika belum tersedia
- Menugaskan guru yang sudah ada melalui peningkatan kompetensi untuk pendidikan khusus.

1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja
Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolat

2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak
untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan
Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi

3) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah
(pasal 21 ayat4

4) Petunuk Teknis Bimbingan Teknis Pemenuhan Guru Pembimbing Khusus



https://docs.google.com/spreadsheets/d/16U_U03DBh2gnyU9LUh0WB3o1R5nNeTWnRYim9UBwxN0/edit?gid=473509985#gid=473509985
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16U_U03DBh2gnyU9LUh0WB3o1R5nNeTWnRYim9UBwxN0/edit?gid=473509985#gid=473509985
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16U_U03DBh2gnyU9LUh0WB3o1R5nNeTWnRYim9UBwxN0/edit?gid=473509985#gid=473509985
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16U_U03DBh2gnyU9LUh0WB3o1R5nNeTWnRYim9UBwxN0/edit?gid=473509985#gid=473509985

Kelompok

Kode Sul

Kegiatan

Sub Kegiatan

Definisi

N Indikator Prioritas SPM | Akar Masalah
Indikator SMA SMK SLB Kineria Satuan Deskripsi [ NSPK (Norma. Standar. Prosedur. dan Kriterial
Penugasan guru 1.01.02.1.01.0051 | 1.01.02.1.02.0043 | 1.01.02.1.03.0050 Pengembangan Karir Pendidik | Pendidik dan Tenaga Jumiah Pendidik dan | Orang Penempatan guru yang memenuhi persyaralan sebagai kepala | 1) Melakukan pemetaan kebutuhan kepala sekolah melalui apiikasi yang disediakan oleh Kemendikdasmen 1) Peraluran Mentert Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru sebaga
sebaga kepala dan Tenaga Kependidikan Pada| Kependidikan yang Tenaga sekolah 2) Memfasiltasi guru untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah yang ditetapkan oleh Instansi | Kepala Sekolah
sekolah/pendamping Satuan Pendidikan Sekolah Fasiltasi yang Pembina 2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar
satuan pendidikan Menengah Kenaikan Mendapatkan 3) Mengangkat guru yang memenuhi persyaratan sebagai kepala sekolah berdasarkan ketentuan peraturan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah
yang memenuhi ) Fasiltasi Kenaikan perundang-undangan (pasal 21 ayat 4)
persyaratan Khusus Pemberian Promosi, Pangkat/Golongan, 4) Melakukan supervisi dan evaluasi terhadap kepala sekolah 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor
Peningkatan Kompetensi | Pemberian Promosi, 21 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional Guru
dan Kualifikasi eningkatan 4) Keputusan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 4338/8.81/HK.03.01/2024 tentang
Kompetensi dan Petunjuk Teknis Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah
Kualifikasi
Penempatan guru yang memenuhi persyaratan sebagai 1) Melakukan pemetaan kebutuhan pendidikan melalui apikasi oleh 1) Peraturan Mentert Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 lentang Standar
pendamping satuan pendidikan Kemendikdasmen Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah
2) Memfasilitasi guru untuk mengikuti pendidikan dan pelatinan calon pendamping satuan pendidikan yang (pasal 21 ayat )"
ditetapkan oleh Instansi Pembina 2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor
3) Mengangkat guru yang memenuhi persyaratan sebagai pendamping satuan pendidikan berdasarkan ketentuan |21 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional Guru
peraturan perundang-undangan
4) Melakukan supervisi dan evaluasi terhadap pendamping satuan pendidikan
Fasillasi guru untuk kualfikasi akademik pendidik dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan kompetensi sesuai yang dibutuhkan 1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan
~ Menyelenggarakan kegatan pengerbangan kompetensi untuk pendick dan tenaga kependdikan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74
- Menyusun laporan pendidik dan tenaga kependidikan yang telah melakukan pengembangan kompetensi Tahun 2008 tentang Guru
3) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 mengatur
tentang standar pendidikan guru, acuan standar program sarjana pendidikan dan standar program Peraturan
Pemerintah dalam menghasilkan guru profesional
4) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah
(pasal 21 ayat4)
Pendidik dan tenaga | 1.01.02.1.01.0075 | 101021020073 | 101.02.1.03.0073 [Bimbingan Teknis, Pelatihan, | Terlaksananya Bimbingan | Jumiah Peserta | Orang Fasilitasi pendidik dan tenaga untuk pendidik dan tenaga untuk kompetensi sesuai 1) Undang - Undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
kependidikan belum dan/atau Magang/PKL untuk | Teknis, Pelatinan, dan/atau | Bimbingan Teknis, kompetensi - Menyelenggarakan kegiatan pengembangan kompetensi untuk pendidik dan tenaga kependidikan 2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 mengatur
optimal dalam gkatan Kapasitas Bidang | Magang unru Pelatihan, dan/atau - Menyusun laporan pendidik o tenaga kependidikan yang telah melakukan pengembangan kompetensi tentang standar pendidikan guru, acuan standar program sarjana pendidikan dan standar program Peraturan
melakukan Pendidikan pasitas g untuk PemerintahG dalam menghasilkan guru profesional
pengembangan Bidang Pend-mkan Peningkatan 3) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar
keprofesian Kapasitas Bidang Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah
berkelanjutan Pendidikan yang (pasal 21 ayat 4)
dilaksanakan 4) Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan, Riset
dan Teknologi Nomor 2626/B/HK.04.01/2023 tentang Model Kompetensi Guru
5) Keputusan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 3335/B.81/HK.03.01/2024 tentang
Pedoman Pengembangan Kompetensi Berkelanjutan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
6) Program Guru Belajar Multi Seri. Portal Resmi Guru Belajar
goid
Pendidik dan tenaga | 1.01.02.1.01.0063 | 1.01.02.1.020057 | 1.01.02.1.03.0081 Komunitas Belajar Pendidk | Jumiah Komunitas | Komunitas | 1) Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala

kependidikan belum
optimal dalam
melakukan kegiatan
refleksi dan perbaikan
pembelajaran

Fasiltasi Kemunllas Belajar
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan

fan Tenaga Pendidik yang
terfasiltasi

Belajar Pendidik dan
Tenaga Pendidik
yang terfasiltasi

sekolah, dan pendar
Komunitas tersebut

mping satuan pendidikan teriibat aktif dalam

2) Fasilitasi pertemuan guru/pendidik dalam wadah berbasis
s untuk meningkatkan kualitas layanan paling sedikit 1
(satu) kali dalam 6 (enam) bulan

numerasi
- Melakukan kolaborasi dengan Unit Pelaksana Teknis Kementerian terkait guru dan tenaga kependidikan untuk
peningkatan kompetensi guru sebagai pendukung pelaksanaan kegiatan komunitas belajar

- Memasiltasi pelaksanaan kegiatan komunitas belajar dalam hal penyediaan narasumber, serta sarana dan
prasarana pendukung (a.\. panduan pemanfaatan buku bacaan bermutu, buku saku benahi iterasi, dan buku saku
benahi numerasi)

- Melakukan pengawasan/monitoring keaktifan komunitas belajar yang telah dibentuk

- Melakukan advokasi kepada komunitas belajar (MGMP, MKKS MKPS dan lain-lain) terkait penguatan literasi dan| 1
«

) Standar Operasional Penyelenggaraan Kelompok Kerja Guru (KKG) Musyawarah Guru Mata Pelajaran
MGMP)

2) Panduan Pengelolaan Komunitas Belajar
3) Buku Saku Penggerak Komunitas Belajar

Kualitas pembelajaran

1.01.021.01.0058

1.01.02.1.02.0051

1.01.02.1.03.0057

konten digital
untuk pendidikan

konten digital
untuk pendidikan yang

untuk pendidikan

Jumiah konten digital | Konten Digital

Fasilitasi guru untuk mengembangkan konten digital pada aplikasi
bidang pendidikan yang dibutuhkan dalam mendukung kegiatan

- Mernfasilitasi guru untuk bertukar pikiran dan mengembangkan konten digital sebagai media pembelajaran
- Mermfasiltasi guru untuk melakukan pengimbasan dalam pengembangan konten digital

Peraturan Menter Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah

dikembangkan yang telah belajar mengajar - berbagi praktik baik konten digital pada platform yang disediakan oleh (pasal 21 ayat 4)
dikembangkan Kementerian
- Melakukan supervisi dan evaluasi pengembangan konten digital sebagai media pembelajaran
1.01.02.1.01.0059 | 1.01.02.1.02.0052 | 1.01.02.1.03.0058 Pelatihan Penggunaan Aplikasi | Terlaksananya pelathan | Jumiah peserta Orang Peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan dalam | 1. Melakukan identifikasi kebutuhan topik pelatihan terkait aplikasiplatform bidang pendidikan bagi pendidik dan | 1) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
Bidang Pendidikan penggunaan apiikasi di pelatinan menggunakan aplikasi di bidang pendidikan untuk menunjang tenaga kependidikan 2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi
bidang pendidikan penggunaan aplkasi proses pembelajaran 2 te i pendidikan Sistem Pendidikan.
di bidang pendidikan 3. Melakukan supervisi dan evaluasi terhadap pelatihan pemanfaatan aplikasilplatform bidang pendidikan bagi  |3) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 18 Tahun 2022 Tentang
yang diaksanakan pendidik dan tenaga kependidikan Pedoman Pengadaan BaranglJasa oleh Satuan Pendidikan merupakan acuan bagi Satuan Pendidikan.
4) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah
(pasal 21 ayat )
5) Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 12
Tahun 2022 Tentang Standar Operasional Penyelenggaraan Sistem Informasi Pengadaan Satuan
Pendidikan.
101021010078 | 10102.102.0072 | 1.01.02.1.03.0071 Prose Proses | Jumlah Satuan Satuan Fasiltasi asesmen terstandar 1 Melakukan persiapan asesmen terstandar bagi peserta didik, sesuai dengan peraturan Mendikdasmen yang | 1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi
Belajar Bagi Peserta Didik Belajar Bagi Peserta Didik | Pendidikanyang | Pendidikan | peraturan Mendikdasmen yang beriaku berlak Sistem Pendidikan
Menyelenggarakan 2 Maakukan pelaksanaan asesmen terstandar bagi peserta didik, sesuai dengan peraturan Mendikdasmen yang  |2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar
Proses Belajar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah
3 Me{akukan pelaporan asesmen terstandar bagi ik, sesuai dengan peraturan yang |(pasal 2 ayat 1, pasal 9-18)
berla 3) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar
- Vilsukan pemanfaatan hasil asesmen terstandar bagi peserta didik, sesuai dengan peraturan Mendikdasmen  |Pelayanan Minimal Pendidikan
yang berlaku 4) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah
(pasal 21 ayat 4)
5) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang
Kurikulum Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah
(pasal 29 ayat 4)
6) Peraturan Mendikdasmen terkait layanan asesmen terstandar, yang berlaku
7) Peraturan Mendikdasmen terkait sistem penerimaan murid baru, yang berlaku
Fasiltasi dan pemberian dukungan untuk proses belajar 2) Melakukan identifikasi kebutuhan untuk peningkatan kualitas pembelajaran di satuan pendidikan, termasuk | 1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi
diskusi dengan Unit Layanan Disabilitas untuk asesmen peserta didik disabilitas Sistem Pendidikan.
b) Menyusun rencana dan sirategi pembelajaran yang efekif dan efisien untuk mengembangkan potensi, 2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar
prakarsa, kemampuan, dan kemandirian peserta didik secara optimal Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah
c) Melakukan peningkatan kualitas di satuan pendidikan melalui (pasal 2 ayat 1, pasal 9-18)
suasana belajar yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk 3) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar
berpartisipasi akiif, dan memberikan ruang yang cukup bag prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan Pelayanan Minimal Pendidikan
bakat, minat, dan perkembangan fisik, serta psikologis peserta didik 4) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar
) elakuken eveluas peaksanaen peing/aan kusies perbsisjorn i s peacltan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah
&) Melakukan sup ordin: Kurikulum di pendidikan (pasal 21 ayat 4)
5) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang
Kurikulum Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah
(pasal 29 ayat 4)
6) Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan, Riset
dan Teknologi Nomor 26216/B/HK 040112023
1.01.02.1.01.0049 |101.02.1020041 | 1.01.02.1.03.0048 Pembinaan Minat, Bakal dan | Siswa yang Mengikuli Ajang | Jumiah Siswa yang | Peserta Didik | Fasiltasi pembinaan dan pelaksanaan kompeisilomba akademik | 1) Melakukan pemetaan minal dan bakat peserta didik yang berpotensi untuk mengikui berbagai kompetisifiomba,

Kreativitas Siswa

Kompetisi/Lomba Akademmik
dan Non Akademik

Mengikuti Ajang
KompetisilLomba
Akademik dan Non

Akademik

in non-akademik baik tingkat provinsi, nasional, maupun
internasional

ba\k tingkat provins,nasional, maupun infemasional

1) Permendikbudristek No. 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia
D.m Jenjang Pendidikn Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah
No.

3; Melakukan seleksi dan pembinaan (a\enla pesena didik untuk mengikuti ajang kompetisi nasional, seperti LKS
tingkat nasional, FLS2N, dan KOSN
4) Memfasiltasi peserta didik yang mengikut ajang kompetisi nasional maupun interasional.

71 Tahun 2024 tentang Manajemen Talenta Peserta Didik
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No|  Kelompok | rtas SPM | Akar Masalah Kode Sub Kegiatan Sub Kegiatan Definist
Indikator SMA SMK SLB Non Jeni: Kineria Indikator Satuan Deskripsi [} NSPK (Norma. Standar. Prosedur. dan Kriteria)
7.01.02.1.01.0057 | 1.01.02.1.02.0050 | 1.01.02.1.03.0056 - Pembinaan Penggunaan Terlaksananya Pembinaan | Jumiah Orang yang | Orang Pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Galam pemanfaatan | 1) Melakukan identifikasi kebutuhan topik dan tema pemanfaatan TIK untuk pembelajaran dan pengelolaan satuan | 1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar
Teknologi, Informasi dan Penggunaan Teknologi, | Mendapatkan TIK dengan memperhatikan keadaban digital (digital ethics ) prditican dangan marpetistan keacaben digtl gl atics ) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah
Komunikasi (TIK) untuk Informasi dan Komunikasi | Pembinaan konten untuk dan pengelolaan satuan | (pasal 21 ayat 4)
Pendidikan (TIK) untuk Pendidikan | Penggunaan pend\dlkan 2) Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan, Riset
Teknologi, Informasi 3) Melakukan supervisi dan evaluasi terhadap pemanfaatan TIK bagi pendidik dan tenaga kependidikan dan Teknologi Nomor 26216/B/HK.04.01/2023 tentang Model Kompetensi Guru
dan Komunikasi 3) Pedoman PembaTIK Tahun 2024 oleh Pusdatin Kemdikbudristek
(TIK) untuk 4) Kerangka Kompetensi TIK untuk Guru
Pendidikan
1.01.02.1.01.0075 |1.01.02.1.020073 | 1.01.02.1.03.0073 - [Bimbingan Teknis, Pelatinan, | Terlaksananya Bimbingan _|Jumiah Peserta | Orang Fasillasi pendidik/pendamping saluan pendidikan untuk ~Menyelenggarakan pelalinan alau bimbingan teknis Uniuk pendidk/pendamping satuan pendidikan terkait ) Permendikbudristek No. 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini,
daristat Magang/PL unk | Tekni, Pltihan, daistu | Brbingen Tekris, Kompetensi terkal dal Learning), Kecerdasan Artifisial dan koding, serta STEM (Science, Technology, - |Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah
gatan Kapasitas Bidang | Magang/PKL unt Pelatihan, dan/atau Leamning), Kecerdasan Artfsial dan Koding, serta STEM Engineering, and Mathematics) 2) Permendikbudistek No. 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak
Pendidikan Kapasnas \Q/PKL untuk (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) Usia Dini, Jenjang Pendicikan dan Jenjang Pendidikan Menengah
Bidang Pendidikan Peningkatan 3) Permendikbudristek No. 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pad Pendicikan Anak Usia Dini, Jenjang
Kapasitas Bidang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah
Pendidikan yang 4) Permendkbudristek No. 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan
dilaksanakan Kebudayaan No. 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas
1.01.02.1.01.0014 |101.021.02.0010 | 1.01.02.1.03.0008 - Pembangunan Sarana, Sarana, Prasarana dan | Jumiah Sarana, | Unit Penyecdan sarana dan pasarana yang Sesual Unuk menduking |- MaKukan pemelaan Konds!sapras salan pendikan yang mendukung polasanaaan keglan pembeigaran kolah
Prasarana dan Utiltas Sekolah | Utiltas Sekolah yang Prasarana dan mendalam (Deep Learning ), Kecerdasan Artisial | mendalam (Deep Leaming ), kecerdasan ariifisial, koding, dan STEM 5) Permenpan RB No. 21 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional Guru
Terbangun Utiltas Sekolah yang dan Koding, serta STEM - Menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan o p
Telah Dibangun Learning), Kecerdasan Artfisial dan Koding, serta STEM
1.01.02.1.01.0063 |1.01.02.1.02.0057 | 1.01.02.1.03.0081 B Fasiltasi Komunitas Belajar | Komunitas Belajar Pendidk | Jumiah Komunitas | Komunitas | Fasiltasi penguatan kelompok kerja guru dalam pembelajaran |- Melakukan pembinaan kepada kelompok erja guru (KKGIMGMP)
Pendidik dan Tenaga jan Tenaga Pendidik yang | Belajar Pendidik dan menggunakan Deep Learning, Kecerdasan Artfisial dan Koding, | mendalam (Deep Leaming ), Kecerdasan Artiisial dan koding, serta STEM
Kependidikan terfasiltasi Tenaga Pendidik serta STEM
yang terfasiltasi
101021010052 |101021020045 | 1.01.02.1.03.0051 - Pembinaan Kelembagaan dan | Terlaksananya Pembinaan | Jumiah Sekolah | Satuan Fasiltasi satuan pendidikan dalam peningkatan kompetensi terkait oleh daerah terkait
Sekolah dan yang Pendidikan rendalam (Deep Leamning), Kecerdasan Artifsial dan| pembelajaran mendalam (Deep Leaming ), kecerdasan Artiisial, Koding, dan STEM
Menengah Sekolah Pembinaan Koding, serta STEM
Atas/Kejuruan/Pendidkan [ Menengah Kelembagaan dan
Khusus Sekolah
Khusus Menengah
Atas/Kejuruan/Pendi
dikan Khusus
Kecukupan buku teks | 1.01.02.1.010066 | 1.01.02.1.02.0061 | 1.01.02.1.03.0083 B Perlengkapan Dasar BUKu Teks | Peseria Didik Menerima | Juriah Buku Teks | Buku Pengaten G ks dan o ke Yarg s s dengan ) itk Kentfi! b i e ks et of ek Pk g pengitan Wersloan sl 1] Unng-Unieng Noor 3 Tafun 217 leng Sieln Parian
dan non teks yang dan Non Teks Peserta Didik | Perlengkapan Dasar Buku | dan Non Teks yang peraturan yang beriaku 2) Melakukan identikasi sasaran intervensi satuan pendidikan penerima buku 2) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor3
berkualitas Teks dan Non Teks Diterima Peserta 5 Melakukan pengadaan bk oks don non-16ks perunjang irastdan numeras (armasul buku eks uiama | Tabun 2017 tontang Sistem Perbukuan
Didik Pendidikan Pancasila dan buku nonteks bermuatan Panca uai ketentuan peraturan perundang-undangan |3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan
4) Melakukan pendistribusian buku bacaan teks dan non-teks ke satuan pendidikan Pihak Ketiga
5. Melakukan supervisi dan evaluasi terhadap pemanfaatan buku teks dan non-teks, termasuk pemanfaatan buku |4) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang
elektronik yang telah disediakan oleh pemerintah, misainya: buku kemdikbud.go.id atau Ruang Publik di Kurikulum Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah
rumah pendidikan go.id (pasal 29 ayat 4)
5) Peraturan Juknis DAK Fisik yang berlaku pada tahun berjalan
6) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaanristek tentang Penetapan Buku Teks dan Buku Nonteks
7) SK Ka. BSKAP tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Buku Teks dan Buku Nonteks
1.01.06.1.01.0012 | Penyusunan, Penerbitan, dan | Terlaksananya Penyusunan, | Jumiah buku Buku Penyediaan dan Pendistribusian BUKU Cerita Rakyat Daerah Pemerintah daerah perlu melakukan Upaya-upaya sebagai berikut. 7. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu
Pendistribusian buku-buku erbitan, berbahasa daerah Penunjang Literasi merupakan rangkaian akivitas mulai dari 1. Diseminasi program kepada msayarakat luas, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik secara tertulis |Kebangsaan
berbahasa daerah Pendistribusian buku-buku | yang disusun, diseminasi, penetapan, pencetakan, pendistribusian, pengelolaan, | maupun lisan 2 Parstran Pemciiah Noor 57 tshun 2014 lntang Pangeeranga, Pantinn, dn Paindungen
berbahasa daerah Giterbitkan, dan danpengintesan bk ol et oroh yang ckukon e | 2 Porelapen i ek kot bt ehasadoaoh Yong sk stk el mekarismo gkatan Fungsi Bahasa Indonesia
didistribusikan pemerintah daerah dengan sasaran masyarakat i wilayahnya yang | petuniuk tekn 5 Peraturon Presidon.
dilakukan secara kolaboratif dengan pemerintah pusat. s Penoelakan buku cerita rakyat brbahasa daerah torpiin Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia
w cerita h terpilih kepada anak dan pemuda melalui sekolah dan (4. Peraturan Menteri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia
Vomonnes beranggotakan anak dan pemuda. 5. Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pembakuan dan Kodifikasi Kaideh Bahasa Indonesia
5. Pengelolaan dan pendampingan pemanfaatan buku cerita rakyar agar dapat dioptimalkan dalam menunjang  |6. Peraturan Menteri Nomor 42 Tahun 2018 tentang Kebijakan Nasional Kebahasaan dan Kesastraan
kecakapan berbahasa daerah anak dan pemuda. 7. Permendikbud Nomor 22 tahun 2022 tentang Standar Mutu Buku, Standar Proses dan Kaidah
6. Pengimbasan program melalui berbagi praktik baik dengan wilayah lain. Pemerolehan Naskah serta Standar Proses dan Kaidah Penerbitan Buku
Peralatan TIK dan alal| 1.01.02.1.01.0041 | 1.01.02.1.02.0033 | 1.01.02.1.03.0040 - Pengadaan Alat Praklik dan | Alat Prakik dan Peraga | Jumiah Alat Prakiik | Pakel Pengadaan peralatan TIK dan alat prakik belajar lterasi dan 1) Melakukan pendataan satuan pendidkan yang belum memilki peralatan TIK dan alat prakik belajar terasi dan | 1) Peraturan Menteri Dalam Neger terkail Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
prakiik belajar lerasi Peraga Peserta Didik Peserta Didik yang Tersedia | dan Peraga Peserta numerasi numerasi Daerah pada tahun berjalan
dan numerasi Didik yang Tersedia 2) Mongusatan st ondkan Yong ol e persiin I dan st ek e s don rameros!2) Prstran Merler) Pencidtan, Katdon, st don Teoog Nomo 12 Tefun 2024 tentg
untuk menerima DAK Fisik dan/atau sumber pendanaan lain yan Kurkulen P Ponidkan Ansk sia DIk Jojong Pl Desr, Den Jeang Pendilan Menengeh
3) Mengalokasikan dana dalam APBD untuk pengadaan TIK dan "t ookt el s dan numerasibagi (pesal 29 oy )
satuan pendidikan yang belum memilii peralatan tersebut 3 Peraturan Juknis DAK Fisik yang belak pada tahun berdlan
4) Melakukan pengadaan peralatan TIK dan alat praktk belajar literasi dan numerasi sesuai peraturan perundang-
undangan
5) Melakukan supervisi dan evaluasi terhadap pemanfaatan, dan pemeliharaan peralatan TIK dan alat prakiik
belajar literasi dan numerasi
Pemenunan giz 1.01.02.101.0061 |1.01.02.1.02.0054 | 1.01.02.1.03.0060 B ‘Advokasi Kol [ Juriah Kegetan | Dokiman | Soslaasl dan iokes! il sk iz i ~Melakukan sosialisasi lerkail edukasi niai-nilai dalam penyediaan makanan bergizi bagi peserta didk (Perilaku | 1) Peraluran Presiden No. 87 Tahun 2017 tentang Pengualan Pendidikan Karakler
peserta didik Kebijakan Bidang Pendidkan | sosialisasi dan advokasi | sosialisasi dan penyediaan makanan bergizi bagi peserta didi Hidup Bersih SehatPHBS, budaya antri, berdoa, makan seha, gizi, dan lain-fain) 2) Peraturan Menteri Pendidikan, dan Kebudayaan No. 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti
kebiakan di bidang advokasi kebijakan di - Melakukan pendampingan ke satuan pendidikan terkait penyediaan makanan bergizi bagi peserta dicik 3) Peraturan Menteri Pendidikan, dan Kebudayaan No. 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan
Pendidikan bidang Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal
yang dilaksanakan
3 |Kekhususan SMK_| Tingkat Penyerapan Pelaksanaan tracer - 1.01.02.102.0053 - - Koordnasi Perencanaan, Terlaksananya Koordinasi, | Jumiah Dokumen | Dokumen G n SMK sistem - kegiatan koordinasi pelaksanaan racer study (penelusuran lulusan) dengan 1) Peraturan Presiden RI Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatinan
Lulusan SMK study valuasi Lay . Supervisi dan | Hasil Koordinasi, informasi racer study Diten Rendigian vokes 3
(penelusuran lulusan) di Bidang Pendidnon Evaluasi Layanan di Bidang | Perencanaan, 2) Permenko PMK Normor 6 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Pendidikan Vokasi dan Pelatinan Vokasi.
Pendidikan Supervisi dan - Menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan pendampingan pelaksanaan tracer study di SMK 3) Permendikbudistek Nomor 05 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak
Evaluasi Layanan di Usia Dini, Jenjang Pendicikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengal
Bidang Pendidikan - Memberikan bantuan operasional pelaksanaan racer study di SMK 4) Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Nomor 24 tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan
Penelusuran Lulusan/Tracer Study Bagi Sekolah Menengah Kejuruan
Link and match - 1.01.02.1.02.0045 - - Pembinaan Kelembagaan dan | Terlaksananya Pembinaan | Jumiah Sekolah Fasilitasi kemitraan antara dunia kerja dan SMK untuk mendukung |- Memasiltasi SMK dan/atau memperluas jejaring dengan dunia kerja dengan sekior yang relevan bagi SMK | 1) Peraturan Presiden Rl Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatinan
dengan dunia kerja; Sekolah Menengah dan Menengah Kejuruan |Pendidikan | penyesuaian fink and match pendidikan SMK terhadap kebutuhan | (misal: menyediakan forum pertemuan dan diskus antar kepala sekolah SMK dengan pewakian berbagai kasi

Kualitas pembelajaran
selaras dengan dunia
kerja

Kejuruan

Manajemen Sekolah
Menengah Kejuruan

yang Dilaksanakan
Pembinaan
Kelembagaan dan
Manajemen

dunia kerj

Konsep link and match merupakan bentuk penyelarasan yang
menyeluruh dan mendalam antara SMK dengan dunia kerja yang
melingkupi 8 komponen dan tidak sebatas hanya penandatanganan
MoU.

perusahaan; bekerja sama dengan Kamar Dagang Industri/Kadin Daerah)

- Mendampingi SMK dalam menjalin kemitraan yang berkelanjutan dengan dunia kerja. Melalui kemitraan
tersebut, diharapkan dunia kerja dapat bsrkonmbusl aktif dalam hal-hal berikut ini di SMK:
) penyelarasan kurikulum berbasis indus!
b) peningkatan kompetensi bagi pendidik, 1enaga kependidikan, dan peserta didk;
) penyediaan pendidik tamu dari Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) di satuan pendidikan vokasi;
d) pengembangan dan pemanfaatan sarana dan prasarana
&) sertfikasi kompetensi bagi pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik;
1) prakik kerja lapangan bagi peserta didik;
g) rekrutmen lulusan pendidikan vokasi; dan
h) pemberian beasiswa bagi peserta didik

- Memfasiltasi mitra dunia kerja dalam mendampingi Teaching Factory di SMK.

2) Permenko PMK Nomor 6 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi
3) Permendikbud Nomor 50 Tahun 2020 tentang Praklik Kerja Lapangan Bagi Peserta Didik

4) Permendikbud Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang
Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.



https://docs.google.com/spreadsheets/d/16U_U03DBh2gnyU9LUh0WB3o1R5nNeTWnRYim9UBwxN0/edit?gid=473509985#gid=473509985
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16U_U03DBh2gnyU9LUh0WB3o1R5nNeTWnRYim9UBwxN0/edit?gid=473509985#gid=473509985
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16U_U03DBh2gnyU9LUh0WB3o1R5nNeTWnRYim9UBwxN0/edit?gid=473509985#gid=473509985
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16U_U03DBh2gnyU9LUh0WB3o1R5nNeTWnRYim9UBwxN0/edit?gid=473509985#gid=473509985
http://buku.kemdikbud.go.id/
http://buku.kemdikbud.go.id/
http://buku.kemdikbud.go.id/
http://buku.kemdikbud.go.id/
http://buku.kemdikbud.go.id/
http://buku.kemdikbud.go.id/
http://buku.kemdikbud.go.id/
http://buku.kemdikbud.go.id/
http://buku.kemdikbud.go.id/
http://buku.kemdikbud.go.id/
http://buku.kemdikbud.go.id/
http://buku.kemdikbud.go.id/
http://buku.kemdikbud.go.id/

No|  Kelompok Indikator Prioritas SPM | Akar Masalah Kode Sub Kegiatan Sub Kegiatan Definisi
Indikator SMA SMK SLB Kineria Indikator Satuan Deskriosi o NSPK (Norma. Standar. Prosedur. dan Kriteria)
Kepemimpinan kepala Fasilitasi pelaksanaan magang, lokakarya, dan pelatihan kepada | 1) Mengidentifikasi aspek-aspek kompetensi manajerial, in supervisi 1) Peraturan Presiden RI Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatinan
SMK dalam mengelola kepala sekolah guna meningkatkan kompetensi manajerial, dengan dunia kerja (misal melalui penyebaran angket; FGD), sehingga terpetakan kebutuhan peningkatan Vokasi
SMK sebagai kewirausahaan, dan supervisi pembelajaran kompetensi Kepala Sekolah. 2) Permenko PMK Nomor 6 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.
pembelajaran yang 3) Permendikbud Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang
selaras dengan dunia 2) Menyusun dan memfasilitasi program peningkatan kompetensi berkelanjutan bagi kepala sekolah yang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah
kerja terintegrasi dan berbasis pada kebutuhan dan selaras dengan dunia kerja.
3) Memfasiltasi pendampingan kepala sekolah oleh lembaga lain untuk penguatan kompetensi manajerial,
kewirausahaan, dan supervisi pembelajaran yang selaras dengan dunia kerja.
4) Mengadakan pertemuan yang melibatkan praktisi pendidikan, akademisi, dan pengusaha untuk berbagi
pengalaman dan strategi sukses dalam manajemen sekolah dan kewirausahaan.
Pendataan kemitraan Pendataan jumiah dan kualitas kerja sama aktif yang dimilii SMK | 1) Menyelenggarakan kegiatan koordinasi dengan Kementerian terkait pendataan kemitraan SMK menggunakan | 1) Peraturan Presiden RI Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatinan
SMK dengan mitra dunia kerja sebagai bahan prioritisasi SMK yang sistem informasi kemitraan asi
paling membutuhkan pendampingan dalam menjalin kemitraan 2) Permenko PMK Nomor 6 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Pendidikan Vokasi dan Pelatinan Vokasi.
2) Menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan pendampingan kepada satuan pendidikan tentang pendataan 3) Permendikbud Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses Pendidikan Anak Usia Din, Jenjang
kemitraan SMK Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah
4) Permendikbud Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
3) Melakukan evaluasi atau refleksi berdasarkan data yang tersedia untuk menyesuaikan pendampingan bagi
SMK
Kualitas pembelajaran Fasilitasi pengelolaan Teaching Factory di SMK - Menyelenggarakan peningkatan kapasitas kepala SMK dan guru kejuruan dalam mengelola TeFa (seperti: model | 1) Peraturan Presiden R Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatinan
dalam Teaching pembelajaran TeFa, manajemen bisnis dan operasional produksi, dan strategi pemasaran hasil produk TeFa) Vokasi.
Factory (TeFa) menggunakan materi dalam Panduan Teaching Factory yang diterbitkan Kementerian. 2) Permenko PMK Nomor 6 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi
3) Permendikbud Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang
- Memfasiltasi SMK dan dunia kerja yang bermitra dalam rangka mendukung operasional TeFa, seperti Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah
pengembangan produk berbasis pesanan, pelibatan dunia kerja dalam penyusunan produk TeFa, penyediaan | 4) Permendikbud Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Kurikulum Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang
peralatan yang digunakan di dunia kerja, dan pemasaran jika diperiukan Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah
- Melakukan pendampingan kepada SMK Negeri dalam upaya menjadi BLUD agar dapat meningkatkan
fleksibiltas keuangan hasil produksi TeFa.
Penggunaan sarana Fasilitasi penyelarasan sarana prasarana di satuan pendidikan | 1) SMK Dapodik, hal ini diakukan sebagai upaya pemetaan | 1) Peraturan Presiden RI Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan
prasarana berbasis perkembangan dan atau kebutuhan dunia kerja kebutuhan sarana dan prasarana SMK yang selaras dengan perkembangan dunia kerja. Vokasi,
pembelajaran selaras 2) Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik;
dengan dunia kerja 2) a dan i| SMK sesuai standar dunia kerja melalui berbagai 3) Permenko PMK Nomor 6 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.
pembiayaan (seperti: APBD, DAK Fisik, hibah, atau pembiayaan dunia kerja) serta memastikan prosesnya 4) Permendikbud Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang
transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi, Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.
5) Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 303/M/2022
3) Memfasiltasi peningkatan kapasitas guru dalam mengoperasikan sarana dan prasarana, sepert: pelatihan dari ~[tentang Petunjuk Teknis Data Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendicikan
dunia kerja, pelatihan dari balai atau perguruan tinggi, serta penyusunan panduan penggunaan dan pemeliharaan | Menengah, serta Kursus dan Pelatihan
peralatan
Pengelolaan Bursa Fasiltasi penlngkalan kapasitas BKK SMK, sehingga dapat 1) Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait dalam pengelolaan dan pembinaan BKK di SMK. 1) Peraturan Presiden RI Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatinan
Kerja Khusus (BKK) es lowongan kerja penempatan Vokasi
dalam meningkatkan kerja untuk Toisan S 2) M i peningkatan kapasitas manajemen pengelola BKK, dengan topik seperti strategi menyiapkan  |2) Permenko PMK Nomor 6 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.
kebekerjaan lulusan ousan memasum dunia kerja, strategi menjaring informasi lowongan kerja, pengembangan basis data informasi | 3) Perdirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Periuasan Kesempatan Kerja Kemnaker Nomor
SMK untuk pencocokan kerja fjob matching , promosi dan penempatan lulusan ke dunia kerja. 1907 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis BKK
3) Memfasiltasi pelaksanaan job fair secara berkala. Upaya fasiltasi dapat dilakukan dengan: menyediakan
tempat pelaksanaan job fair dan mengundang mitra dunia kerja untuk berpartisipasi.
Keterlibatan Komite ‘Advokasi dukungan komite sekolah dalam peningkatan kemitraan |- Meningkatkan kapasitas kepala sekolah dan guru dalam pelibatan komite sekolah untuk kemitraan dan 1) Peraturan Presiden RI Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatinan
Sekolah dalam dan penyelarasan SMK dengan dunia kerja penyelarasan pembelajaran dengan dunia kerja Vokasi
- Menyelenggarakan sosialisasi kepada komite sekolah mengenai penyelarasan pembelajaran berbasis dunia | 2) Permenko PMK Nomor 6 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi
kerjasama dunia kerja kerja, dengan penguatan pada topik tertentu seperti: mendukung pelaksanaan praktik kerja lapangan (PKL), 3) Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.
per magang luar negeri, dan serifikasi peserta didik.
- Melakukan advokasi kepada komite sekolah dalam rangka meningkatkan peran dan komitmen orang tua
membangun kemitraan SMK dengan dunia kerja.
Kualitas pembelajaran - 1.01.02.1.02.0037 - Penyediaan Biaya Personil | Biaya Personil Peserta Didk | Jumiah Peserta Didik| Peserta didik | Penyediaan pembiayaan operasional dan non-operasional (biaya |- Menyediakan bantuan biaya operasional untuk meningkatkan kualitas pembelajaran peseria didik yang selaras | 1) Peraluran Presiden RI Nomor 68 Tahun 20022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatinan
selaras dengan dunia Peserta Didik Sekolah Sekolah Menengah Sekolah Menengah kualitas dengan dunia kerja. Pembiayaan dilakukan melalui berbagai cara, misalnya: belanja pegawai, pemeiiharaan sarana | Vokasi.
kerja Menengah Kejuruan Kejuruan Diterima oleh Kejuruan yang yang selaras dengan dunia kerja. prasarana, dan kebutuhan operasional SMK lainnya menggunakan BOSDA. 2) Permenko PMK Nomor 6 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi;
Peserta Didik nerima Biaya - Menyediakan bantuan biaya non-operasional (biaya investasi) untuk kualitas peserta|3) jomor 05 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak
Personil Peserta didik yang selaras dengan dunia kerja. Pembiayaan dilakukan melalui berbagai cara, misalnya: pembangunan  |Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah
Didi ruang praktik, penyediaan peralatan praktik, dan pembangunan perpustakaan melalui dana hibal 4) Permendagri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan
- Menyediakan bantuan unnuk pers\apan dan pelaksanaan sertifikasi kompetensi peserta didik, dalam bentuk dana, | Pada Pemerintah Daerah
fasiltasi lokasi, dan pendampi 5) Peraturan tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada masing-masing
- Menyediakan beasiswa ik Desena didik SMK dalam melaksanakan prakik kerja lapangan (PKL) di dunia | daeral
kerja domestik atau intemasional. 6) Peraturan Dirjen Pendidikan Vokasi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah
Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Siswa SMK.
Praktisi dunia kerja Penyediaan pembiayaan operasional pendukung pembelajaran | 1) Menyelenggarakan sosialisasi mengenai praktisi mengajar kepada dunla kerja, seperti: pengusaha, asosiasi 1) Peraluran Presiden RI Nomor 68 Tahun 20022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan
yang mengajar di praktik bagi peserta didik dalam menunjang kompetensi keahlian fesi, asosiasi industri, Tim Koordinasi Daerah Vokasi, dan/atau Kadi
SMK yang sesuai kebutuhan dunia kerja 2) Melakukan pemetaan dunia kerja yang bisa menyediakan praklisi Utk mengajar di SMK. 2) Permeﬂku PMK Nomor 6 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokzsl
3) Memberikan rekomendasi praktisi dunia kerja untuk mengajar di SMK sesuai dengan keahlianny: 3) Permendikbudristek Nomor 05 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan
4) Memberikan dukungan dana untuk pelaksanaan prakisi yang mengajar i SMK (misalnya: sntuk honorarium | Usia DI, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengal
praklisi, penyusunan kurikulum bersama, sertifiat peserta didik). 4) Peraturan Dirjen Pendidikan Vokasi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah
Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Siswa SMK.
Lulusan dengan B 1.01.02.1.02.0060 B Fasiltasi Sertifikasi Kompetensi | Teriaksananya sertifikasi | Jumiah peserta didik | Orang Fasmtas\ penyediaan sertifikasi kompetensi bagi peserta didik SMK | 1) Melakukan pemetaan jumiah peserta didik yang membutuhkan sertifikasi sesuai keahliannya. 1) Peraturan Presiden RI Nomor 68 Tahun 20022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan
sertifikat kompetensi Peserta Didik kompetensi peserta didik  |yang memi imal KKNI level Il dari berbagai lembaga pengelola sertfikasi, | 2) Melakukan pemetaan ketersediaan lembaga pengelola sertfikasi yang selaras dengan kebutuhan sertifikat  |Vokasi.
sertifikasi seper\l LSP P1, LSP P2, maupun LSP P3. peserta didik SMK pada wilayah kerjanya baik itu LSP P1, LSP P2, dan atau LSP P3 2) Permenko PMK Nomor 6 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.
kompetensi 3) Memfasiltasi peningkatan kapasitas guru kejuruan dalam memberikan skill pasport dan atau microcredential  |3) Permendikbudristek Nomor 05 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak
kepada peserta didik. Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengal
4) Memberikan bantuan pembiayaan untuk peserta didik mendapatkan sertifikat keahlian berbasis dunia kerja,  |4) Peraturan Dirien Pendidikan Vokasi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah
misalnya: dukungan sertifikat peserta didik dengan standar BNSP. Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Siswa SMK.
Pembinaan talenta B 1.01.02.1.02.0041 B Pembinaan Minat, Bakat dan | Siswa yang Mengikuti Ajang | Jumiah Siswa yang | Peserta Didik | Fasilitasi pembinaan dan pelaksanaan lomba kompetensi peserta | 1) Melakukan pemetaan kompetensi keahlian peserta didik pada wilayah kerjanya yang berpotensi untuk mengikuti| 1) Peraturan Presiden Rl Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan
kompetensi keahlian Kreativitas Siswa Kompetisi/Lomba Akademik | Mengikuti Ajang didik SMK untuk berbagai keahlian, baik tingkat provinsi, nasional, | berbagai ajang perlombaan, baik tingkat provinsi, nasional, maupun intermasional
peserta didik dan Non Akademik KompetisilLomba hingga internasional. 2) Menyelenggarakan lomba kompetensi peserta didik SMK pada tingkat provinsi sesuai bidang keahlian yang  |2) Permenko PMK Nomor 6 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi
Akademik dan Non tersedia di wilayah kerjanya, seperti: Lomba Kompetensi Siswa (LKS) 3) Kepmendikbudristek Nomor 464/M/2021 tentang Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat
Akademik 3) Melakukan seleksi dan pembinaan talenta peserta didik SMK untuk mengikuti ajang kompetisi nasional, seperti | Keunggulan
LKS tingkat nasional, FLS2N, dan KOSN
4) Mengikuti dukungan dana kepada peserta didik yang mengikuti ajang kompetisi nasional maupun intenasional.
Keahlian guru dan B 101021020073 B [Bimbingan Teknis, Pelatihan, | Terlaksananya Bimbingan | Jumiah Peserta | Orang Fasilitasi pelaksanaan pelatihan, magang, workshop, training 1) Melakukan pemetaan jumiah pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) yang perlu mengikuti peningkatan 1) Peraturan Presiden RI Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatinan
tenaga kependidikan dan/atau Magang/PKL untuk | Teknis, Pelatinan, dan/atau | Bimbingan Teknis, kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan guna peningkatan kompetensi keahlian agar selaras dengan perkembangan dunia kerja, misalnya: memetakan perkembangan dunia |Vokasi.
SMK selaras dengan Kapasitas Bidang | Mag: untuk Pelatihan, dan/atau kompetensi keahlian pendukung pembelajaran bagi peserta didik | kerja yang mendukung keahlian guru melalu berbagai forum komunikasi seperti Tim Koordinasi Daerah Vokasi/ |2) Permenko PMK Nomor 6 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi
dunia kerja Pendidikan Peningkatan Kapasitas Magang/PKL untuk SMK TKDV, industri, dan sebagainya. 3) Kepmendikbudristek Nomor 464/M/2021 tentang Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat
Bidang Pendidikan Peningkatan 2) Melakukan koordinasi dengan kementerian mengenai kebutuhan pengembangan kompetensi PTK SMK yang | Keunggulan

Kapasitas Bidang
Pendidikan yang
dilaksanakan

selaras dengan dunia kerja.

3) Memberikan dukungan pendanaan dalam peningkatan kompetensi keahlian PTK, misalnya: upskiling dan
reskiling yang diselenggarakan kementerian, guru magang industri, dan in house training (IHT).

4) Memberikan beasiswa pendidikan lanjutan kepada PTK SMK yang unggul dan kompeten.

4) Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Perdirjen GTK) Nomor
2626/B/HK.04.01/2023



https://docs.google.com/spreadsheets/d/16U_U03DBh2gnyU9LUh0WB3o1R5nNeTWnRYim9UBwxN0/edit?gid=473509985#gid=473509985
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16U_U03DBh2gnyU9LUh0WB3o1R5nNeTWnRYim9UBwxN0/edit?gid=473509985#gid=473509985
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16U_U03DBh2gnyU9LUh0WB3o1R5nNeTWnRYim9UBwxN0/edit?gid=473509985#gid=473509985
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16U_U03DBh2gnyU9LUh0WB3o1R5nNeTWnRYim9UBwxN0/edit?gid=473509985#gid=473509985

No|  Kelompok | rtas SPM | Akar Masalah Kode Sub Kegiatan Sub Kegiatan Definist
Indikator SMA SMK’ SLB Nomenklatur Kineria Indikator Satuan kriosi Oerasionalisasi NSPK (Norma_ Standar. Prosedur. dan Kriteria)
Sertifikasi kompetensi - 7.01.02.1.02.0056 - Fasiltas! sertifikasi kompetensi | Pendidik SMK yang Pendidk SMK yang | Oran Fasillas) pelaksanaan seriikasi kepada Pendidk dan Tenaga | Memberkan dukungan dana dalam proses serffikasi PTK SMK yang selaras dengan dunia kerja, sepert: biaya uji | 1) Peraturan Presiden RI Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan
PTK bagi pendidik SMK mendapat sertifiat mendapat sertikat Kependidikan guna peningkatan kompetensi keahiian pendukung | kompetensi, pelatinan pra-sertikasi, atau administrasi. X
Kompetensi kompetensi pembelajaran bagi peserta didik SMK 2) Permenko PMK Nomor 6 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Pendidikan Vokasi dan Pelatinan Vokasi
3) Kepmendikbudristek Nomor 165 Tahun 2021 tentang Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat
Unggulan
4) Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Perdirien GTK) Normor
2626/B/HK.04.01/2023
Tingkat Kepuasan dunia | Pengelolaan Bursa - 1.01.02.1.02.0045 - Pembinaan Kelembagaan dan | Terlaksananya Pembinaan | Jumiah Sekolah | Satuan Fasilastperingiatan apasias BKK SIK.sehingos capat 1) Memfasiltasi satuan pendidikan dalam pemetaan potensi daerah, untuk kemudian diterjemahkan dalam 1) Peraturan Presiden RI Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidkan Vokasi dan Pelatinan
kerja terhadap budaya kerja | Kerja Khusus dalam Sekolah Menengah dan Menengah Kejuruan |Pendidikan es lowongan kerja penempatan | kompetensi peserta didik yang selaras dengan dunia kerja, serta kebutuhan dunia kerja secara umum.
lulusan SMK meningkatkan Kejuruan Manajemen Sekolah yang Dilaksanakan Koo untuk s S 2) Memfasiltasi satuan pendidikan dalam peningkatan kapasitas kemitraan BKK dengan dunia kerja, misalnya: | 2) Peraturan Juknis DAK Fisik yang berlaku pada tahun berjalan.
kebekerjaan lulusan Menengah Kejuruan Pembinaan penyelenggaraan job fair, komunikasi dengan lembaga lain yang terkait (sepert, Disnaker), magang, dan 3) Permenko PMK Nomor 6 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi,
SMK Kelembagaan dan penyelarasan kurilulum
Manajemen
‘Guru SMK melakukan - 1.01.02.102.0073 - [Bimbingan Teknis, Pelatinan, | Terlaksananya Bimbingan _|Jumiah Peserta | Orang Fasllas]pelasanaan gur magang i sl sebagian began da 1) Moakukan Gentikastour SWK bidang keahlian yang diajarkan dan d 1) Peraturan Presiden Rl Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatinan
magang di dunia kerja dan/atau Magang/PKL untuk | Teknis, Pelatihan, dan/atau | Bimbingan Teknis, peningkatan kapasitas dan karir guru ebutuhan dunia kerja yang rel
Kapasitas Bidang untuk Pelatihan, dan/atau 2) Memfasiltasi peningkatan kapasl(as quru yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. 2) Permenko PMK Normor 6 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Pendidikan Vokasi dan Pelatinan Vokasi.
Pendidikan \gkatan Kapasitas gang/PKL untuk 3) Permendikbud Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang
Bidang Pendidikan Peningkatan Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.
Kapasitas Bidang
Pendidian yang
Praktisi dunia kerja dilaksanakan Fasiltasi pelaksanaan program prakiisi mengajar sebagai 1) Memberikan rekomendasi dan atau sosialisasi mengenai prakiisi mengajar S| 1) Peraturan Presiden RI Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan
yang mengajar di pemerkayaan pembelajaran siswa berbasis dunia kerja 2) Memberikan dukungan dana untuk pelaksanaan praktisi yang mengajar di satuan pendidikan (misalnya: untuk [ Vokasi.
SMK honorarium prakisi, penyusunan kurikulum bersama, sertiikat siswa) 2) Permenko PMK Normor 6 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi |
3) Permendikbud Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang
Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.
Penggunaan sarana - 1.01.02.1.02.0063 - Rehabillasi Ruang Praklk | Ruang Prakik Peserta Didik | Jumiah Ruang Ruang N akik 1) Melakukan identifikasi sarana prasarana pembelajaran yang belum sesuai dengan standar industi 7) Peraluran Presiden RI Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatinan
prasarana Peserta Didk yang Terehabiltasi Prakik Peserta Didik beserta peralatan praktiknya yang sesuai dengan standar industri |2) Melakukan rehabilitasilrenovasi ruang praklik peserta didik sesuai dengan standar industri Vokasi.
pembelajaran selaras /ang Telah 3) Melakukan revitalisasi ruang prakik sesuai dengan standar industri 2) Peraturan Juknis DAK Fisik yang berlaku pada tahun berjalan.
dengan dunia keria Direhabiltasi 3) Permenko PMK Nomor 6 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Pendidikan Vokasi dan Pelatinan Vokasi,
B 1.01.02.1.02.0033 B Pengadaaan Alat Prakiik dan | Alat Prakik dan Peraga | Jumiah Alat Prakiik | Paket Pengadaan peralatan prakik penunjang bagi SMK |1) a dan §SHK sesiel Sondt i kel ok beregel ) Peraturan Presiden RI Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatinan
Peraga Peserta Didik Pesera Ddiyang Tersdia dan Peraga Pesera sesuai standar industri pembiayaan (seberti APBD, DAK Fidk hbah, s pemblayaan dunia et okasi
yang Tersedia 5) Milakukan analsiscan valuasi v memastken pangadsan berfa fansperan, sunlabel,den sesusi 2) Peraturan Juknis DAK Fisik yang berlaku pada tahun berjalan
regulasi. 3) Permenko PMK Normor 6 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Pendidikan Vokasi dan Pelatinan Vokasi
3) Melakukan monitoring secara berkala guna memastikan sarana dan prasarana mendukung kualitas
pembelajaran dan terpelihara dengan baik.
4[Keamanan, 7). i keamanan SMA | Iklim Keamanan: | 1.0102.1.010052 | 1.0102.1.02.0045 | 1.0102.1.03.0051 Pembinaan Kelembagaan dan | Terlaksananya Pembinaan | Jumiah Sekolah | Satuan ~ Tkim Keamanan: Fasiltasi peningkatan pemahaman dan sistem | Iiim Keamanan: 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Bab VIl Pencegahan,
2). SMK dan Sekolah dan yang Pendidikan | pelayanan pendampingan kepada satuan pendidikan terkait - Melakukan sosialisasi kebijakan tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan Koordinasi, dan Pemantauan.
Inklusivitas 3). Iim keamanan SDLB | sistem pelayanan Menengah Manajemen Sekolah Pembinaan keamanan untuk mencegah perundungan, kekeragan seksual, dan | (PPKSP) kepada kepala sekolah dan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TP 2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
K VAT erat KosrelumaniPenddian | Meneegen g e Nemfathan koorias pekcana resiton PPKSS dongen nend ) boratran resdon Nomr 01 Tahon 2022 lomang St s P Kekerasen Terhada And
" - ilitasi koordinasi pelaksanaan kebijokan fengan instansi terka u i u i Nasi
). Iiim kebinekaan SMA | mencegah Khusus Menengah pelayanan pendampingan kepada satuan pendidikan terkait
) Kim kebinekaon SMK o Aok nsan/Pend [ebionimmilaiuiisensn T - Menyusun peraturan atau tata terib yang mendukung iklim keamanan di lingkungan satuan pendidikan Sekolah/Madrasah.
) perundungan, i g gah d P g - Menyiapkan kanal aduan/laporan apabila erjdi kasus terkait kim keamanan dilingkungan satuan pendicikan 6) Perjanjian Kerja Sama Antara Kemedikbud Riset dan Teknologi dan Kemendagri, Kemenag, KemenPPA,
8). Iklim kebinekaan SDLB | kekerasan seksual, dikan Khusus gender, fisik, agama, suku, dan budaya Kemensos, KPAI, Komnas HAM, dan Komnas Disabilitas Tentang Implementasi Pencegahan dan Penanganan
9). Ikim kebinekaan SMPLB | dan hukuman fisik - i inklsiias: P asitaspeninglatan peharan dan Stem | i Kabinok Kekerasan Pada Satuan Pericikan Nomor. 7 /XIPKS/2023: Nomor 400.1 r1edTolsy: Nomor: 12 Tahun 2023,
10). Iklim kebinekaan pelayanan pendampingan kepada satuan pencidian emiitas isominasi informasi, modul, dan konten dari Kementerian terkait kebinekaan, a.l. Modul Wawasan Nomor: 014/ Setmen.Birohh /KL.Ol 109 12023; Nomor: 4 Tahun 2023; Nomor: 07 IPKS/KPN/FO /2023; Nomor: 006
SMALB Iklim Kebinekaan: klushitas ntuk meningkatian fayanan pendidkan ilugi Kebinekaan Global /KL 0o-PKS/X 12023; Nomor: 18/PKS.KND / 10 /2023,
1) Pemahaman dan terutama didik isabiltas, peserta dan diskusi bertemakan kebinekaan, .. gelar wicara, podcast, seminar, L 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal,
12). Ikim inklusivitas SMK | sistem pelayanan didik yang memilii kecerdasan istimewa dan berbakat stimewa |- Menyusun peraturan atau tata tertb yang mendukung kebinekaan i lingkungan safuan pendidikan 8) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang
13). ki inklusivitas SDLB | pendampingan terkait - Menyiapkan kanal aduan/laporan apabila terjadi kasus terkait isu kebinekaan Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Baka Istimewa.
14). lkim inklusivtas. Kebinekaan untuk 7) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan
) mer ki Inklusivitas: Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru.
15). i inklusivitas diskriminasiterhadap - Melakukan koordinasi dengan penyedia layanan lintas urusan (SKPD dan/atau KIL) dalam rangka pemenuhan layanan () Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis
ekonomi, gender. fiak pendidikan yang sesuai bagi peserta didik penyandang disabiltas dan cerdas istimewa bkl istmewa Pelayanan Minimal Pendidikan
: . fsl - Menyediakan akomodasi yang layak bagi peserta dicik penyandang disabiltas dan Cerdas Istimewa dan Berbakat Isimewa| 10) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan
agama, suku, dan (CIBI) sesuai ketentuan yang berlaku enanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendicikan
budaya - Menyediakan dukungan pelaksanaan layanan khusus di satuan pendidikan (a.l. anak yang berhadapan dengan hukum, | 11) Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 49/M/2023
masyaroka adat, anak tertantar, dan sejenisnya) tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan
Iklim Inklusivitas: - Melakukan sosialisasi peningkatan layanan satuan pendidikan yang inklusif. Pendidikan.
Pemahaman dan Menyediakan teknologi asistfbagi peserta ik penyandang disabilitas pada ULD (Unit Layanan Disabiltas) bidang 12) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang
sistem pelayanan pendidikan. Layak uniuk Peserta Didik Penyandang Disabiltas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar,
pendampingan terkait - Menyediakan alat peraga bagi peserta didik penyandang disabiltias Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi.
inklusivitzs untuk 13) https:/imerdekadarikekerasan kemdikbud.go.id
meningkatkan layanan|
pendidikan inklusif
terutama terhadap | 1.0102.1.010065 | 1.0102.1.02.0059 | 1.0102.1.03.0066 Pemberian layanan Terlayaninya satuan Jumiah kegiatan | Kegiatan |- Ikim Keamanan: Pemberian layanan pendampingan kepada yanan Pendampingan untuk IKim Keamanan 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Bab VIl Pencegahan,

siswa disabiltas,
siswa cerdas dan
berbakat istimewa

pendampingan bagi satuan
pendidikan untuk pencegahan
perundungan, kekerasan, dan
intoleransi

pendidikan dalam
pencegahan perundungan,
kekerasan, dan intoleransi

pendampingan bagi
satuan pendidikan
untuk pencegahan

intoleransi

satuan pendidikan untuk mencegah perundungan dan kekerasan
seksual pada anak minimal 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan

- Ikiim Kebinekaan: Pemberian layanan pendampingan kepada
satuan pendidikan untuk mencegah intoleransi, dukungan
keberagaman dan mendorong kebhinekaan minimal 1 (satu) kali
dalam 6 (enam) bulan

- Iim Inklusivitas: Pemberian layanan pendampingan kepada
satuan pendidikan untuk meningkatkan layanan disabiltas, cerdas
istimewa dan bakat istimewa, serta penerimaan disabilitas minimal 1
(satu) kali dalam 6 (enam) bulan

) Melakukan pendampingan pada proses pembelajaran di satuan pendidikan yang bebas dari kekerasan fisik, kekerasan
psikis, perundungan, kekerasan seksual, dan kebijakan yang mengandung kekerasan dengan memastikan pemenuhan hak

anal
o) Melskuken pendarpingen pekemangan plkclogisdan sods pserta i sama mass pambolaran i sstn
pendidikar

2 Melakuxan pendampingan dan mendtkung pemulihanfisk dan psikcogi begi kban kekerasan l stuan pendidkan
) Melakukan pendampingan kepada satuan pendidikan terkait tata kelola satuan pendidikan yang merdeka dari kekerasan

Layarian Pendampingan unti Kim Kebingkaa:
) Melakukan
pemenunan hak anak di jorilope pendidikan

b) Melakukan pendampingan kepada satuan pendidikan dalam menciptakan lingkungan belajar yang berkebinekaan.

yang bebas dari intoleransi dengan memastikan

Layanan Pendampingan untuk Ikiim Inklusivitas
) Melakukan pendampingan proses pembelajaran kepada peserta didik penyandang disabiltas dan peserta didik CIBI
(Cerdas Istimewa dan Berbakat Istimewa) di satuan pendici
b) Melakukan pendampingan program kekhususan sesuai dengan hambatan peserta didik di satuan pendidikan.

) Melakukan pendampingan akademik, berupa pengayaan dan peningkatan kompetensi sesuai kebutuhan peserta didik
CIBI di satuan pendidikan.

d) Melakukan
satuan pendidikan,

) Melakukan pendampingan kepada satuan pendidikan terkait tata kelola satuan pendicikan yang inklusif.

H

non akademik, yaitu iologis dan sosial peserta didik di

Koordinasi, dan Pemantauan
2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal,

3) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan,

4) Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak.

5) Peraturan Bersama Nomor 6/X/PB/2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan
Sekolah/Madrasah

6) Perjaniian Kerja Sama Antara Kemedikbud Riset dan Teknologi dan Kemendagri, Kemenag, KemenPPA,
Kemensos, KPAI, Komnas HAM, dan Komnas Disabilitas Tentang Implementasi Pencegahan dan Penanganan
Kekerasan Pada Satuan Pendidikan Nomor: t7 /X/PKS/2023; Nomor: 400.1.r15470sJ; Nomor: 12 Tahun 2023;
Nomor: 014/ Setmen.Bironh /KL.OI 109 12023; Nomor: 4 Tahun 2023; Nomor: 07 IPKS/KPNIfO /2023; Nomor: 006
KL.O0-PKS/X 12023; Nomor: 18/PKS KND / tO /2023

7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standr Pelayanan Minimal

) Pertran Wenter Pendien Nasionl Nomor 70 Tt 2009 tentang Pendidan nusi o] Pesera Didkyang
Merniliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimew

7)Porauran Mt Pendidikan, Keidayaan, Fise, dan Teknelogi Nomer 18 Tahun 2016 tntang Pengonan
Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru.

9) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis.
Pelayanan Minimal Pendidikan

10) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan
Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

1) Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendicikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 49/M2023
tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan
Pendidikan.

12) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang
Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar,
Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi.

13) hitps/imerdekadarikekerasan kemdikbud.go.id



https://docs.google.com/spreadsheets/d/16U_U03DBh2gnyU9LUh0WB3o1R5nNeTWnRYim9UBwxN0/edit?gid=473509985#gid=473509985
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16U_U03DBh2gnyU9LUh0WB3o1R5nNeTWnRYim9UBwxN0/edit?gid=473509985#gid=473509985
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16U_U03DBh2gnyU9LUh0WB3o1R5nNeTWnRYim9UBwxN0/edit?gid=473509985#gid=473509985
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16U_U03DBh2gnyU9LUh0WB3o1R5nNeTWnRYim9UBwxN0/edit?gid=473509985#gid=473509985

M Kelompok Indikator Prioritas SPM | Akar Masalah Kode Sub Kegiatan | Sub Kegiatan Definisi
Indikator SMA SMK SLB }_ Kineria Indikator Satuan Deskrinsi o NSPK (Norma. Standar. Prosedur. dan Kriteria)
1.01.02.1.01.0075 | 1.01.02.1.02.0073 | 1.0102.1.03.0073 Bimbingan Teknis, Pelatihan, | Terlaksananya Bimbingan | Jumiah Peserta | Oran ~ IKiim Keamanan: Peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kegiatar Kompetensi pendidik 7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Bab VIl Penceganan,
daniate MagangPKL untuk | Tekns, Pelathan, daniteu.Bimtingan Tekris, kependidikan terkait pencegahan dan penanganan perundungan, | dalam rangka penoegahan penanganan kekerasan serta penguatan kebinekaan dan peningkatan layanan yang  [Keordinasi, dan Pemantauan.
gkatan Kapasitas Bidang Pelatihan, dan/atau kekerasan seksual, narkoba, hukuman fisik, serta pembinaan inklusif di satuan pendidikan. 2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
Pendidikan Penlngkalan Kapasnas Magang/PKL untuk dalam rangka pendidikan kesehatan - Melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada pendidik untuk mengikuti pelatihan mandiri di platform 3) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
Bidang Pendidikan Peningkatan - Iklim Kebinekaan: Peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga | Kemendikdasmen, serta sosialisasi modul Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, modul Wawasan 4) Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak.
Kapasitas Bidang kepend.mkan pencegehen nclerans cukungen eberagerman o Kebnkzen Ghoba on el ROOTS Mandi &) peraturan Bereama Nomor 61X/PB/2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan
Pendidikan yang mendoron, Melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada pendidik untuk melinat video inspiasi di plaiform Kemendikdasmen ¢ "oe itieCthe o emedikbud Risot dan Teknologidan Kemendagr, Kemenag, KemenPPA,
dilaksanakan - IKlim lnklus iy emngkamn Kapasitas pendidik dan tenaga dan dilaman kemdikbud.go.i Komenane, KPAL Kamas HAML dan Komnas Disaitas Tontang Implomentas. pencegahan dan penanganan
kependidikan untuk peningkatan layanan disabiltas, cerdas dan |- Menyelenggarakan pelatihan kompetensi pendidik dalam pendampingan pembelajaran peserta didik penyandang | ekerasan Pada Satuan Pendidikan Nomor. {7 /X/PKS/2023: Nomor: 400.1.r1s47o/sJ: Nomor: 12 Tahun 2023;
berbakat istimewa, dan penerimaan disabilitas. disabilitas, Nomor: 014/ Setmen.Birohh /KL.OI 109 12023; Nomor: 4 Tahun 2023; Nomor: 07 IPKS/KPN/O /2023; Nomor: 006
dan pengelolaan lingkungan sekolah yang kondusif dan inklusif KL Oo-PKS/X 12023; Nomor: 18/PKS.KND /10 /2023
7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal,
8) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang
Merniliki Kelainan dan Memilki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.
7) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan
Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru.
9) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis.
Pelayanan Minimal Pendidikan
10) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan
Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikar
1) Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 49/M/2023
tentang Petunjuk Teknis Tata ara Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan
Pendidikan
12) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang
Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabiltas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar,
Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggl
13) https:/imerdekadarikekerasan. kemdikbud. go.id
Peningn preharrn dan pangeafusn penda el 1. Melakukan identifikasi pendidik berkaitan dengan pemaharman pembelajaran peserta didik penyandang 1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang
uk peserta di disabiltas pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan
Eekerjasom dengen Unft Layanan Disabitas (ULD) P |2 Milkokan koordinas dan cisus dengan Uit Layanen Diablls (ULD) 2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak
3. Mendorong pendidik terkait untuk peserta didik penyandang untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan
disabiltas Menengah, dan Pendidikan Tinggi
4. teknis terkait untuk peserta didik penyandang disabilias |3) Peraluran Menter Pendidikan, Kebudayaan, Rise dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar
5. Melakukan supervisi dan evaluasi terhada teknis terkai Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah
penyandang disabiltas bagi pendidik dan tenaga kependidikan (pasal 21 ayat 4)
karakier peserta didk | 101.02.1.01.0061 | 1.01.02.1.02.0054 | 1.01.02.1.03.0060 Sosialisasi dan Advokasi Terlaksananya kegialan | Jumiah kegiatan | Dokumen | Sosialisasi dan advokasi penguatan pendidian Karakler mefalui |- Menyusun kebijakan turunan penguatan pendidikan karakter melalui Gerakan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia | 1) Perpres No. 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter
Kebijakan Bidang Pendidikan sosialisasi dan Gerakan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia He! Hebat, seperti 2) Permendikbud No. 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti
kebi advokasi kebijakan di - Pambardayean Catur Pusat Penddien (Satuan Pendidkan, Keuargs, Masyarakat dan Media 3) Permendikbud No. 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan
Pendidikan bidang Pendidikan b. Kegiatan pertemuan Pagi Ceria, yailu: (i) senam pagi Anak Indonesia Hebat minimal dua kali dalam seminggu;
yang diaksanakan (i) Menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai bentuk cinta tanah air; dan (ii) berdoa bersama sesuai keyakinan  [4) Surat Edaran Bersama Kemendikdasmen, Kemendagri, dan Kemenag Nomor 1 Tahun 2025 tentang
masing-masing untuk bersyukur , memohon kelancaran pembelajaran dan memperkuat nila spiritual dan toleransi | Penguatan Pendidikan Karakter melalui Pembiasaan di Satuan Pendidikan
antarpeserta didik
. Gerakan Kepanduan dan Ekstrakurikuler lainnya
- Melakukan sosialisasi dan advokasi implementasi Gerakan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat kepada
stakeholder pendidikan
1.01.02.1.01.0052 | 1.01.02.1.02.0045 | 1.01.02.1.03.0051 Pembinaan Kelembagaan dan | Terlaksananya Pembinaan | Jumiah Sekolah | Satuan Pz enudin penckakon Kkl meie Gerakan Tufih | Melakikn PenGAMEigan Ko 131 paridian dalaspangusan pendcon Krakir el Geaken T
Sekolah dan % Pendidikan | Kebiasaan Anak Indonesia Hebat Kebiasaan Anak Indonesia H
Meneng Manajemen Sekolah Pembinaan - Melakukan o evluas pendidikan karakier melalui Gerakan Tujuh
Atas/Kejuman/Fend\dvkan Menengah Kelembagaan dan Kebiasaan Anak Indonesia Hebat dan penerapan tata kelola pendidikan yang bersih dan baik yang dilaksanakan di
Khu Atas/Kejuruan/Pendidikan | manajemen Sekolah satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
Khusus Menengah
dikan Khusus Fasillasi penguatan peran Bimbingan Konseling di satuian - Melakukan pemetaan keberadaan guru/peran BK di satuan pendidikan 1) Permendikbud No. 111 Tahun 2014 tentang Bimibingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan
pendidikan - Melakukan koordinasi peningkatan peran BK di satuan pendidikan Pendidikan Menengah
- Melakukan supervisi dan evaluasi peran BK di satuan pendidikan 2) Permendikbudristek No. 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia
Dini, Jenjang Pendidikn Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengal
3) Permenpan RB No. 21 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional Guru
1.01.02.1.01.0075 |101.02.1020073 | 1.0102.1.03.0073 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, | Terlaksananya Bimbingan | Jumiah Peserta | Orang Peningkalan kemampuan bimbingan konseling pada seluruh - Melaksanakan bimbingan teknis kepada pendidik/pendamping satuan pendidikan untuk meningkatkan 1) Permendikbud No. 111 Tahun 2014 tentang Bimibingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan
dan/atau Magang/PKL untuk | Teknis, Poathan, dan/alau Bimbingan Teknis, pendidik/pendamping satuan pendidikan kemampuan bimbingan konseling serta pemetaan minat dan bakat anak dalam mendukung proses pembelajaran | Pendidikan Menengah
Kapasitas Bidang Pelatihan, dan/atau 2) Permendikbudristek No. 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompelensi Lulusan paca Pendidian Anak Usia
Pendidikan Peningkatan Kapasnlas Magang/PKL untuk Dini, Jenjang Pendidikn Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengal
Bidang Pendidikan Peningkatan 3) Permenpan RB No. 21 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsmna\ Guru
Kapasitas Bidang
Pendidikan yang
dilaksanakan



https://docs.google.com/spreadsheets/d/16U_U03DBh2gnyU9LUh0WB3o1R5nNeTWnRYim9UBwxN0/edit?gid=473509985#gid=473509985
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16U_U03DBh2gnyU9LUh0WB3o1R5nNeTWnRYim9UBwxN0/edit?gid=473509985#gid=473509985
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16U_U03DBh2gnyU9LUh0WB3o1R5nNeTWnRYim9UBwxN0/edit?gid=473509985#gid=473509985
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16U_U03DBh2gnyU9LUh0WB3o1R5nNeTWnRYim9UBwxN0/edit?gid=473509985#gid=473509985
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No

b. Penandaan Standar Pelayanan Minimal Jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Pada Pemerintah Provinsi Wilayah Papua

Kelompok

indikator
Angka Partisipasi
Sekolah

Indikator Pri

s SPM

Jumlah warga negara usia 4-
18 disabiltas yang
berpartsipasi dalam
pendidikan khusus (APS)

rr—
Papua | SLB Pabua Barat | Non Jeniana Nomenklatur Kineria indikator Satuan Deskrio: Operasionalisas NSPK (Norma. Standar. Prosedur. dan Kriteria)
). Dattar warga 1.01.02.1.03.0059 | 1.01.02.1.03.0059 - Koordinasi, Perencanaan, Terlaksananya Koordinasi, | Jumlah Dokumen imen 1) Pendataan warga negara usia 16-18 tahun yang tidak berpartisipasi dalam pendidikan s Pondataan Anak Tidak Sekolah (ATS) Pendataan ATS dan Sosialisasi Pendidik
negea sia 410 Supenvisi dan Evaluasi Layanan | Perencanaan, Supervis dan |Hasil Koordinasi, 2) Pendataan warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang tidak berpatisipasi 1; Melakkan analiss d ) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)
hun penyandang di Bidang Pendidikan Evaluasi Layanan di Bidang |Perencanaan, dalam pendidikan 2) Melakukan koordinasi dengan seke\ah s daniatay dosakeurahan uniuk verifkas! data ATS mellicasbor 2) Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
cisaitos yang ik Pendidikan Supervisi dan 3) Pemutakhiran Dapodik minimal 2 (duz) kall dalam setahun untuk menjamin kesesuaian data. |hitp/pd. data kemdikbud.go.id/ 3) Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan
bersekolah Evaluasi Layanan di dengan kondisi satuan pendidikan. 3) Melakukan analisis akar e hsi verfas dta ATS i dashr http:/pd.data kemdikbud. go IIATS 4) Panduan Verifikasi dan Validasi Anak Tidak Sekolah (ATS) di hp://pd. data kemdikbud. GoIQIATS
Bidang Pendidikan 4) Peningkatan kesadaran masyaraka atas pentingnya pendidikan 4) Menyusun strategi penjangkauan, pengembalian, dan pendampingan ATS sesuai dengan akar masalah ATS
5) Menyusun analsis kebutuhan daya tampung satuan pendicikan berdasarkan Dapodik, jika akar masalahnya kekurangan | Pemutakhiran Dapodik
2) Kesadaran daya tampung ) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
masyarakat tentang 2) Pemendikbud Nomor 78 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan (DAPODIK)
L ndidi b. Pemutakhiran Data Dapodik 3) Permendikbudristek Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
1) Melakukan koordinasi dan pendampingan ke satuan pendidikan untuk pemutakhian Dapodik, termasuk pemberian insentif | 4) Kepmendikbudristek Nomor 303/M/2022 tentang Petunjuk Teknis Data Pendidikan pada PAUD, Pendidikan Dasar,
bagi operator Dap: Pendidikan Menengah, serta Kursus dan Pelatinan
2) Melakukan verifikasi dan validasi Dapodik dari satuan pendidikan sesuai dengan kondisi terkini 5) Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022 tentang Peturiuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan
3) Memastikan satuan pendidikan melakukan pemutakhiran Dapodik untuk menjamin kesesuaian data dengan kondisinya Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2023
4) Khusus satuan PAUD, perlu melakukan pendataan satuan PAUD sehingga mendapatkan NPSN dan melakuan
pemutakhiran ke Dapodk
<. Sosialisasi Pentingnya Pendidikan
) Melakukan dialog persuasif dengan tokoh agama, masyarakat, dan adat untuk meningkatkan kesadaran pentingnya
pendidikan
2) Melakukan sosialisasi dan/atau kampanye tentang pentingnya pendidikan melalui berbagai kanal informasi
Biaya personal pesertal 1.01.02.1.03.0044 | 1.01.02.1.03.0044 B Penyediaan Biaya Personil | Biaya Personil Peserta Didik | Jumiah Peserta DIdk | Peserta Didk | 1) Pemberian biaya pendidikan kepada peserta didlk darl keluarga ekonom idak mampu a Pomberan laya pendidian kepada peseta Ik GalKluarga skonr ek marmpu sampal s ) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan
dicik Peserta Didik Pendidikan Pendidikan Khusus Diterima | Pendidikan Khusus sampai lulus ) Melakukan pemetaan witayah dan pendataan keluarga tidak mampu yang memiliki anak usia sekolah yang tidak sekolah | Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022
Khusus olen Peserta Didk yang Menerima 2)Pembria bantuan peniian berupa pombebasan ata pengurangan bisya endidan b2 Melaklan vk cson penenia by poncidien dor Keuargs emtcmamp 2) Permendikbud Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar
Biaya Personi peserta didik dalam rangka implementasi sistem penerimaan murid baru yang berlaku 3) Menyusun NPK (Norma, Prosedur, Kiteria) tentang pemberian biaya pendidikan kepada peserta didik dari keluarga tidak | 3) Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan
Peserta Didik 4) Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petuniuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan
4) Menyalurkan biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2023
5) Melakukan monitoring dan evaluasi pemanfaatan biaya pendidikan kepada peserta didik 5) Permendikbudristek Nomor 18 Tahun 2023 tentang Standar Pembiayaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang
Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah
b. Pemberian bantuan pendidikan berupa pembebasan atau pengurangan biaya pendidikan bagi peserta dalam (6) Peraturan Kemendikdasmen tentang Sistem Penerimaan Murid Baru yang berlaku
rangka implementasi sistem penerimaan murid baru yang beriaku
1) Melakukan penghitungan daya tampung sekolah sesual dengan peraturan Mendikdasmen tentang sistem penerimaan murid
baru yang berlaku
2) Melakukan penghitungan atas calon murid yang tidak dapat ditampung di sekolah neger untuk dapat ditampung sesuai
dengan peraturan sistem penerimaan murid baru yang beriaku
3) Melakukan kerja sama dengan sekolah yang memilik kelebihan daya tampung, sesuai dengan peraturan sistem penerimaan
murid baru yang berlaku
4) Menyediakan bantuan pendicikan kepada calon murid dapat berupa pembebasan biaya pendidikan, alau pengurangan biaya
pendidikan, sesuai dengan peraturan sistem penerimaan murid baru yang berlaku
101.02.1.03.0038 | 1.01.02.1.03.0038 B Pengadaan Perlengkapan Perlengkapan Peserta Didik | Jumian Pakel Pemberian pertengkapan penunjang e peserta didik dari mampu | 1) perlengkapan penunjang pembelajaran yang dbutunkan peserta didik dari keluarga lidak mampu ) Peraturan Pemerintah Noror 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan
Peserta Didik yang Tersedia Perlengkapan sampai luus 2) Menyusun NPK (Norma, Prosedur, Kiiteria) tentang pemberian perfengkapan penunjang pembelajaran kepada peserta didik | Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022
Peserta Didik yang dri keluarga tidak mampu 2) Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan
ia 3) Mengadakan dan menyalurkan perlengkapan penunjang pembelajaran bagi peserta didik sesuai dengan ketentuan yang  |3) Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan
beraku Pendidikan, sebagaimana telzh diubah dengan Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2023
4) Melakukan monitoring dan evaluasi dampak dar pemberian perlengkapan penunjang pembelajaran kepada peserta didik  |4) Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini,
Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah
Daya tampung saluan | 1.01.02.1.03.0001 | 1.01.02.1.03.0001 B Pembangunan Unit Sekolah | Sekolah Baru yang Jumiah Sekolah Baru Unit Penyediaan layanan pendidikan di daerah yang kekurangan daya tampung melalul Wielaksanakan pembangunan unil sekolah bary sesuai dengan keleniuan yang berlaku dengan memperhatikan kelayakan ) Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pembangunan, Rehabilltas, atau Renovasi Pasar Rakyal, Prasarana
pendidikan bagi anak Baru (USB) Terbangun yang Telah Dibangun pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) kebutuhan peserta didik disabiltas, kenyamanan belaiar, ramah anak, dan mendukung groen school, Perguruan Tinggi, Perguruan Tinggi Keagamazn Islam, dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
usia sekolah 2) Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Din
3) Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan
Dasar dan Menengah
4) Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah
Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan
5) Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dinl,
Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah
6) Permendikbudristek Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang
Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendicikan Menengah
701.02.1.03.0070 | 1.01.02.1.03.0070 B Pembangunan Ruang Kelas | Ruang Kelas Sekoiah Jumiah Ruang Kelas | Ruang Penyediaan layanan pendidikan i daerah yang kekurangan Gaya tampung melalul | Welaksanakan pembangunan ruang kelas baru sesuai dengan ketentuan yang beriaku dengan memperhatikan kelayakan ) Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pembangunan, Renabillasi, atau Renovasi Pasar Rakyal, Prasarana
Baru Ber Sekolah yang pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) kebutuhan peserta didik disabiltas, kenyamanan belajar, ramah anak, dan mendukung green chool, Perguruan Tinggi, Perguruan Tinggi Keagamazn Islam, dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
Bertambah 2) Pemendiud Nomr | Tahun 2021 tertang Ponrimaan Pesrt Didk B pada Taman KanakcKanak. Sekolah
ekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kej
) Pormendkbudnilek Nome 22 Tahun 2023 tentang Standis Sarana dan Prasaens poda Pendidkan Anak Usia Dii,
Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah
4 Pemendiburste Nomor 47 Tahun 2023 tntangStancar Pengecaanpada Penditian Ansk Usia i, Jejang
Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengal
5) Peraturan petunjuk teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik bidang Pendidikan yang berlaku.
101.02.1.03.0079 | 1.01.02.1.03.0079 , Rehabilitas| Sedang/Beral Ruang Kelas Sekolah yang | Jumian Ruang Kelas | Ruang Peryedaan lyanan penddan i Caah yangKurangan Gy ampung e rnabitas [ Welaksanakan rehabiltasi ruang kelas kondisi rusak sedang/berat pada saluan pendidikan sesual dengan ketentuan yang ) Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pembangunan, Rehabillasi, atau Renovasi Pasar Rakyat, Prasarana
Ruang Kelas Sekolah Terehabiltasi Sedang/Berat |Sekolah yang Telah ruang kelas sekolah kondisi rusak sedang beriaku, dengan memperhatikan kelayakan pesarta didik disabiltas, kenyamanan belajar, ramah anak, dan mendukung green | Perguruan Tinggi, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
Direhabiltasi school 2) Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah
Sedang/Berat asar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan
3) Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anzk Usia D
Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah
4 Pemendibucrstok Nomor 47 Tahun 2023 tntangStancar Pengocaanpada Penditian Anak Usia i, Jejang
Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Meneng
5) Peraturan petunjuk teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik bidang Pendidikan yang berlaku.
101.02.1.03.0042 | 1.01.02.1.03.0042 , uiin Sarana, Jumia Sarana, | Unit Penyediaan layanan pendidikan melalut tin ruang kelas pemelinaraan elas pada saluan pendidikan sesual dengan ketentuan yang beraku ) Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, sebagaimana telan diubah dengan Peraturan
Paran dan Ul S | R S, Proorancon|Prvarins don di satuan pendidikan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022
Utiitas Sekolah Utiitas Sekolah yang 2) Permendikbucristek No. 18 Tahun 2023 tentang Standr Pembiayaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang
Dilaksanakan Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah
Pemeliharaan 3) Permendikbudristek No. 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini,
Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah
T01.02.1.03.0059 | 1.01.02.1.03.0059 B Koordinasi, Perencanaan, Terlaksananya Koordinasi, | Jumlah Dokumen | Dokumen Fasiltas| Paiaksanaan Revitalisasi Sekoiah itasi Pelaksanaan Rovitalisasi Sekolah oleh Kemendikdasmen ) Poraturan Pemerintah No. 48 Tanun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, sebagaimana telan diubah dengan Peraturan
Supenvisi dan Evaluasi Layanan | Perencanaan, Supervii dan |Hasil Koordinasi, 1) Membentuk tim koordinasi revitalisasi yang bertugas membantu sekolah dalam perencanaan dan pelaksanaan Pemerinth Nomor 18 Tahun 2022
i Bidang Pendidikan valuasi Layanan di Bidang. | Perencanaan, 2) Permendikbudristok No. 18 Tahun 2023 tentang Standar Pembiyaan pada Pendidikan Anak Usia Dini jenjang Pendidikan
Pendidikan Supenvisi dan 2) Melakukan koordinasi pelaksanaan revitalsasi sekolah dengan fasilator proyek Kemendikdasmen Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah
Evaluasi Layanan di 3) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan revitaisas: sekolah 9 Pormerdiudisok No. 22 Tahun 2023 itang Standr Sarans dan Prasaars pac Pandidan vk Usa ik Jrjng
Bidang Pendidikan Pendidikan dan Jenjang Pendidikan Mener
b. Fasilitasi Pelaksanaan Revitalisasi Sekolah oleh Pemerintah Daerah Pttt Pt Pl Rl Sl o o
) Melakukan pemetaan sekolah dan analisis kebutuhan revitalisasi sekolah berdasarkan Dapodik
2. Pembangunan unit sekolah
b. Pembangunan ruang kelas baru
c. Rehabiltasi ruang kelas pada satuan pendidikan dengan kondisi rusak sedang/berat yang telah terdata dalam Dapodik
4. Pemeliharaan gedung/ruang kelas pada satuan pendidikan yang tidak mencukupi anggaran pemeliharaannya
. Pembangunan ruang prakiik siswa (Khusus untuk SMK)
2) Menyusun perencanaan dan melakukan verifikasilsurveilapangan
3) Melakukan koordinasi pelaksanaan revitalsasi sekolah
4) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan revitalisasi sekolah
Pemenuhan giz T01.02.1.03.0058 | 1.01.02.1.03.0059 B Koordinasi, Perencanaan. Terlaksananya Koordinasi, _|Jumiah Dokumen | Dokumen Koordinasi penyediaan makanan bergizl bagi peserta didik ~Wielakukan Koordinas| dengan Instansi terkall yang menangani penyediaan makanan bergiz bagl peserta didk, gizi

peserta didik

Supervisi dan Evaluasi Layanan di
Bidang Pendidikan

Perencanaan, Supenvisi dan
valuasi Layanan di Bidang
Pendidikan

Supenvsi dan Evaluasi
Layanan di Bidang
Pendidikan

Kesehatan, dan lain-lain
- Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pengelolaan sampah (waste management) di satuan pendidikan
- Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyediaan air bersih di satuan pendidikan

1) Undang - Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
No. 17 ber Daya Air

2) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah
3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.07/2021 Tahun 2021 tentang Dukungan Pendanaan Anggaran Pendapatan dan
Betnia Negra bag| Pergeloloan Sampah  Daeran

Pendidikan Anak Usia Dini, jenjang Pendidikan
Dasar dan Jenjang Fenditan Menengah



https://docs.google.com/spreadsheets/d/16U_U03DBh2gnyU9LUh0WB3o1R5nNeTWnRYim9UBwxN0/edit?gid=473509985#gid=473509985
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16U_U03DBh2gnyU9LUh0WB3o1R5nNeTWnRYim9UBwxN0/edit?gid=473509985#gid=473509985
https://pd.data.kemdikbud.go.id/ATS/assets/doc/panduan_ats_v.1.0.2.pdf
https://pd.data.kemdikbud.go.id/ATS/assets/doc/panduan_ats_v.1.0.2.pdf
https://pd.data.kemdikbud.go.id/ATS/assets/doc/panduan_ats_v.1.0.2.pdf
https://pd.data.kemdikbud.go.id/ATS/assets/doc/panduan_ats_v.1.0.2.pdf
https://pd.data.kemdikbud.go.id/ATS/assets/doc/panduan_ats_v.1.0.2.pdf
https://pd.data.kemdikbud.go.id/ATS/assets/doc/panduan_ats_v.1.0.2.pdf
https://pd.data.kemdikbud.go.id/ATS/assets/doc/panduan_ats_v.1.0.2.pdf
https://pd.data.kemdikbud.go.id/ATS/assets/doc/panduan_ats_v.1.0.2.pdf
https://pd.data.kemdikbud.go.id/ATS/assets/doc/panduan_ats_v.1.0.2.pdf
https://pd.data.kemdikbud.go.id/ATS/assets/doc/panduan_ats_v.1.0.2.pdf
https://pd.data.kemdikbud.go.id/ATS/assets/doc/panduan_ats_v.1.0.2.pdf
https://pd.data.kemdikbud.go.id/ATS/assets/doc/panduan_ats_v.1.0.2.pdf
https://pd.data.kemdikbud.go.id/ATS/assets/doc/panduan_ats_v.1.0.2.pdf
https://pd.data.kemdikbud.go.id/ATS/assets/doc/panduan_ats_v.1.0.2.pdf
https://pd.data.kemdikbud.go.id/ATS/assets/doc/panduan_ats_v.1.0.2.pdf
https://pd.data.kemdikbud.go.id/ATS/assets/doc/panduan_ats_v.1.0.2.pdf
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16U_U03DBh2gnyU9LUh0WB3o1R5nNeTWnRYim9UBwxN0/edit?gid=473509985#gid=473509985

Akar Masalah

SLB Pabua

1.01.02.1.03.0008

SLB Panua Barat
1.01.02.1.03.0008

Nomenklatur

'Sub Kegiatan

Satuan

‘Sarana,
dan Utiitas Sekolah

Ut
g Terbangun

Utltas.

Penyediaan sarana dan prasarana pendukung terkait penyediaan makanan bergizi bagi peserta

Operasional

nalisa
1) Melakukan analisis kebutuhan sarana dan prasarana pendukung atas penyediaan makanan bergizi bagi peserta didik di

NSPK (Norma. Standar. Prosedur. dan
1) Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerinth Nomor 18 Tahun 2022

No. 18 Pendidikan Anak Usia Dini, jenjang Pendidikan
Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah

dicik di satuan pendidikan satuan pendidikan, antara lain: infrastruktur ruang makan siswa (opsional), ruang transit makanan, tempat cuci tangan dengan
Sekolah yang Telah sabun dan air mengalir, sarana pengelolaan sampah (waste management), dan lain-lain
Dibangun 2) Menyusun perencanaan dan berkoordinasi dengan instansi terkait atas penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana atas
penyediaan makanan bergizi bagi peserta didik
3) Melakukan survei kelayakan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana atas penyediaan makanan bergizi bagi peserta
dicik
4) Melaksanakan pengadaan kebutuhan sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan berlaku
101.02.1.03.0069 | 1.01.02.1.03.0069 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Uiitas| Jumiah Sarana, Unit Rehabiltasi prasarana pendukung terkat penyediaan makanan bergizi bagi peserta didik di | 1) Melakukan analisis kebutuhan prasarana pendukung ‘makanan bergizi bagi pe satuan

Sarana, Prasarana dan Uiiitas
Sekolan

Sekolah yang Terehabilitasi
Sedang/Berat

Prasarana dan Utiltas.

Sedang/Berat

satuan pendidikan

pendidikan, antara lain: infrastruktur ruang makan siswa (opsional), ruang transit makanan dan lain-lain
2) Menyusun perencanaan dan berkoordinasi dengan instansi terkait atas penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana atas
penyediaan makanan bergizi bagi peserta didik

3) Melakukan survei kelayakan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana atas penyediaan makanan bergizi bagi peserta
didik

4) Melaksanakan rehabilitasi sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan berlaku

dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang
Pendidikan dan Jenjang Pendidikan Menengah

Literasi dan
Numerasi

7). Rata-rata kompetensi

Literasi SDLB berdasarkan

Asesmen Nasional

2). Ratarrata kompetensi

Literasi SMPLB berdasarkan
esmen Nasional

3). Rata-rata kompetensi

Literasi SMALB berdasarkan

Asesmen Nasional.

). Rtarata kompotnsi

Nasional,

6). Rata-rata kompetensi
Numerasi SMALB
berdasarkan Asesmen
Nasional.

Pemenuhan pendidik
dan tenaga
kependidikan di
satuan pendidikan

1.01.04.3.02.0001

1.01.04.4.02.0001

metaan

Femtiican Tenaga

Jumiah dokumen | Dokumen
hasil

Pendidin Kiass

Kependidikan Satuan
Pendidikan Khusus

pemetaan Pendidik
dan Tenaga
Kependidikan
SatuanPendidikan
Khusus

emetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan
paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun

Melakukan analisis formasi pendidik dan apiikasi dari
2) Menyusun laporan hasil pemetaan dan penataan pendidik dan tenaga kependidikan

) Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008
4) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK

5) Peraturan Menter Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kera Guru, Kepala
Sekolah, dan Pengawas S

6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMA, dan
SMK

1.01.04.3.02.0003

1.01.04.4.02.0003

Penataan Pendistribusian
Pendidik dan Tenaga

Terlaksananya Penalaan
Pendidik

Jumiah laporan hasil | Laporan

atuan
Pendidikan Khusus lintas.
daerah dalar

18
Satuan Pendidikan Khusus

(satu) daerah provinsi

dalam 1 (salu) daerah
provinsi

P
Pendistribusian
endidik dan Tenaga
Kependidikan bagi
Satuan Pendidikan
Khusus lintas daerah
kabupaten/kota
dalam 1 (satu)
daerah provinsi

Distribusi pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas unluk pemerataan pendidik dan
tenaga kependidikan

) Melakukan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan hasi analisis formasi menggunakan apikasi dari
Kemendikdasmen
2) Menyusun laporan hasil pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan

7)Pergturn Monter Kebudayaan Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala
kolah

a; Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang s(amjar Pengelolaan

Pendicikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah (pasal 21 a

9) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Aomothsi yang Layak

untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendicikan Dasar,

Penidikan Menengah, dan Pendicikan Tingg|

10) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan

Fungsional

11) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan

Pegawai Aparatur Sipil Negara

12) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 234/0/2024 tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional

ury, Jabaan Fungsionl Pongaas Skol,Jabatan Fungsionl Pemong Bolgar,dan Jsatan Fungsicna Penilk

13) Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset

Tekrolog Nomor 48311BIHK 030112023 totang Peton Pengaas Sekseh daam Impleméntas Kebiakan Herdoka

Belajar pada Satuan Pendidikan

14) Keputusan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 4338/8.B1/HK 03.01/2023 tentang Juknis
enugasan Guru sebagai Kepala Sekolah

15) Petunjuk Teknis Bimbingan Teknis Pemenuhan Guru Pembimbing Khusus

1.01.02.1.03.0049

1.01.02.1.03.0049

Penyediaan Pendidik dan
Tenaga Kependidikan bagi
Satuan Pendidikan Khusus

Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Tersedia bagi
‘Satuan Pendidikan Khusus

Jumiah Pendidik dan | Orang
Tenaga
Kependidikan yang
Tersedia pada

Satuan Pendidikan
Khusus

Pengajuan formasi dan penyediaan guru ASN sesuai dengan ketenluan peraluran perundang-
undangan

1) Mengusulkan rekomendasi formasi guru dan tenaga kependidikan berdasarkan hasil analisa menggunakan apiikasi dari
Kemendikdasmen

2) Mengusulkan penetapan formasi kepada Kemenpan-RB

3) Menyediakan guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

4) Melaporkan formasi guru dan aplikasi dari

) Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
2) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja

3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan
Pegawai Aparatur Sipil Negara

4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMA, dan
SMK

Penyediaan guru pendidikan Khusus paling Sedikil 1 (salu) orang pada saluan pendidikan yang
melayani peserta didik penyandang disabilitas

- Merekrut guru untuk pendidikan Khusus pada satuan pendidikan yang melayani peserta didik penyandang disabilias jika
belum tersedia
- Menugaskan guru yang sudah ada melalui peningkatan kompetensi untuk pendidikan khusus

) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala
Sekolah, dan Pengawas S

2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta

Didik Penyandang Disabilltas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah,
dan Pendidikan Tingg

3) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standr Pengeloiaan

Pendicikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah (pasal 21 ayat

4) Petunjuk Teknis Bimbingan Teknis Pemenuhan Guru Pembimbing Khusus

Penugasan guru

1.01.02.1.03.0050

1.01.02.1.03.0050

Pengembangan Karir Pendidik

Pendidik dan Tenaga

Jumiah Pendidik dan | Orang
Tenaga

Penempatan guru yang memenuhi persyaratan sebagai kepala sekolah

1) Melakukan pemetaan kebutuhan kepala sekolah melalui aplikas yang disediakan oleh Kemendikdasmen

1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala

sebagai kepala dan Tenaga Kependidikan Pada | Kependidikan yang 2) Memfasilitasi guru untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah yang ditetapkan oleh Instansi Pembma Sekolah
sekolahipendamping Satuan Pendidikan Khusus tasi yang 3) Mengangkat guru yang memenuhi persyaratan sebagai kepala sekolah berdasarkan ketentuan peraturan perundan 2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan
satuan pendidikan Kenaikan Pangkat/Golongan, | Mendapatkan undangan Pendicikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah (pasal 21 ayal
yang memenuhi Pemberian Promos, asiltasi Kenaikan 4) Melakukan supervisi dan evaluasi terhadap kepala sekolah 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2024
persyaratan Peningkatan Kompetensi | Pangkat/Golongan, tentang Jabatan Fungsional Guru
dan Kualifikasi berian Promosi, 4) Keputusan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 4338/8.B1/HK.03.01/2024 tentang Petunjuk
Peningkatan Teknis Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah
Kompetensi dan
Kualiikasi
Penempatan guru yang memenuhi persyaratan sebagai pendamping satuan pendidikan 1) Melakukan pemetaan kebutuhan pendamping satuan pendidikan melalui aplikasi yang disediakan oleh Kemendikdasmen | 1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan
2) Memfasiitasi guru untuk mengikuti pendidikan dan petatihan calon pendamping satuan pendidikan yang ditetapkan oleh | Pendicikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah (pasal 21 ayat 4)"
Instansi Pembina 2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2024
3) Mengangkat guru yang memenuihi persyaratan sebagai pendamping satuan pendidikan berdasarkan ketentuan peraturan  |tentang Jabatan Fungsional Guru
perundang-undangan
4) Melakukan supervisi dan evaluasi tethadap pendamping satuan pendidikan
Fasiltasi guru untuk meningkatkan kualiikasi akademik - Memfasiliasi pendidik dan tenaga kependidikan uniuk meningkatkan kompelensi sesuai yang dibutunkan ) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan
- Menyelenggarakan kegiatan pengembangan kompetensi untuk pendidik dan tenaga kependidikan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008
- Menyusun laporan pendidik dan tenaga kependidikan yang telah melakukan pengembangan kompetensi tentang Guru
3) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 mengatur tentang standar
pendidikan guru, acuan standar program sarjana pendidikan dan standar program Peraturan Pemerintah dalam
menghasilkan guru profesional
4) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standr Pengeloiaan
Pendicikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah (pasal 21 ayat 4)
Pendidk dan tenaga | 1.01.02.1.03.0073 | 1.01.02.1.03.0073 Bimbingan Teknis, Pelatinan, | Teriaksananya Bimbingan | Jumiah Pesera | Orang Fasiltasi pendidik dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan kompetensi ~ Nemfasiliasi pendidik dan tenaga kependidikan untuk Kompelensi sesual 1) Undang - Undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
kependidikan belum dan/atau Magang/PKL untuk | Teknis, Pelatinan, dan/atau | Bimbingan Teknis, - Menyelenggarakan kegiatan pengembangan kompetensi untuk pendidik dan tenaga kependidikan 2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 mengatur tentang standar
optimal dalam Peningkatan Kapasitas Bidang | Magang/PKL untuk Pelatinan, dan/atau - Menyusun aporan pendidik dan tenaga kependidikan yang telah melakukan pengembangan kompetensi pendidikan guru, acuan standar program sarjana pendidikan dan standar program Peraturan PemerintahG dalam
melakukan Pendidikan Peningkatan Kapasitas Magang/PKL untuk al
pengembangan Bidang Pendidikan Peningkaten 3) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standr Pengelolaan
Keprofesi Kapasitas Bidang Pendicikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah (pasal 21 ayat 4)
berkelanjutan Pendicikan yany 4) Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
dilaksanakan Nomor 2626/B/HK.04.01/2023 tentang Model Kompetensi Guru
5) Keputusan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 3335/8.B1/HK.03.01/2024 tentang Pedoman
Pengembangan Kompetensi Berkelanjutan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
6) Program Guru Belajar Multi Seri. Portal Resmi Guru Belajar
hitps://ayogurubelajar kemdikbud. go.d/
Pendidk dan tenaga | 1.01.02.1.03.0081 |1.01.02.1.03.0081 Fasitasi Komunitas Belajar | Komunitas Belajar Pendidik | Jumlah Komunitas | Komunitas ) Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pendamping |- Melakukan advokasi kepada komunitas belajar (MGMP, MKKS, MKPS dan lain-lain) terkail penguatan literasi dan numerasi | 1) Standar Operasional Penyelenggaraan Kelompok Kerja Guru (KKG) Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)

kependidikan belum
optimal dalam
melakukan kegiatan
refleksi dan perbaikan
pembelajaran

Pendidik dan Tenaga
Kependidikan

dan Tenaga Pendidik yang
terfasiltasi

Belajar Pendidik dan
Tenaga Pendidik
yang terfasiltasi

satuan pendidikan terlibat akif dalam komunitas tersebut

2) Fasiltasi xdah berbasis komunitas untuk
Kaltas layanan paing sedi 1 (sato) o Gl (o) blan

- Melakukan kolaborasi dengan Unit Pelaksana Teknis Kementerian terkait guru dan tenaga kependidikan untuk peningkatan
kompetensi guru sebagai pendukung pelaksanaan kegiatan komunitas belajar

- Memfasilitasi pelaksanazn kegiatan komunitas belajar dalam hal penyediaan narasumber, serta sarana dan prasarana
pendukung (a.l. panduan pemanfaatan buku bacaan bermutu, buku saku benahi iterasi, dan buku saku benahi numerasi)

- Melakukan pengawasan/monitoring keaklifan komunitas belajar yang telah dibentuk

2) Panduan Pengelolaan Komunitas Belajar
3) Buku Saku Penggerak Komunitas Belajar

Kualltas pembelajaran

1.01.02.1.03.0057

1.01.02.1.03.0057

Konten digital
untuk pendidikan

digital
untuk pendidikan yang
dikembangkan

Jumiah konten digital | Konten Digital
untuk pendidikan
yang telah
dikembangkan

Fasiltasi guru untuk mengembangkan konten digital pada aplikasi bidang pendidikan yang
dibutuhkan dalam mendukung kegiatan belajar mengajar

Wemfasiliasi guru untuk bertukar pikiran dan mengembangkan konten digital sebagal media pembelajaran
- Memfasiitasi guru untuk melakukan pengimbasan dalam pengembangan konten digital
- Mengadvokasi guru berbagi praktik baik dalam bentuk konten digital pada platform yang disediakan oleh Kementerian
- Melakukan supervisi dan evaluasi pengembangan konten digital sebagai media pembelajaran

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan
Pendidikan Anak Usia Din, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah (pasal 21 ayat 4)



https://docs.google.com/spreadsheets/d/16U_U03DBh2gnyU9LUh0WB3o1R5nNeTWnRYim9UBwxN0/edit?gid=473509985#gid=473509985
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16U_U03DBh2gnyU9LUh0WB3o1R5nNeTWnRYim9UBwxN0/edit?gid=473509985#gid=473509985
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16U_U03DBh2gnyU9LUh0WB3o1R5nNeTWnRYim9UBwxN0/edit?gid=473509985#gid=473509985
https://ayogurubelajar.kemdikbud.go.id/
https://ayogurubelajar.kemdikbud.go.id/
https://ayogurubelajar.kemdikbud.go.id/
https://ayogurubelajar.kemdikbud.go.id/
https://ayogurubelajar.kemdikbud.go.id/
https://ayogurubelajar.kemdikbud.go.id/
https://ayogurubelajar.kemdikbud.go.id/
https://ayogurubelajar.kemdikbud.go.id/
https://ayogurubelajar.kemdikbud.go.id/
https://ayogurubelajar.kemdikbud.go.id/
https://ayogurubelajar.kemdikbud.go.id/
https://ayogurubelajar.kemdikbud.go.id/

Akar Masalah

SLB Pabua
1.01.02.1.03.0058.

SLB Panua Barat
1.01.02.1.03.0058

Nomenklatur
Pelatihan Penggunaan Aplikasi
Bidang Pendidikan

'Sub Kegiatan

Terlaksananya pelatinan
enggunaan aplikasi i
bidang pendidikan

ator
Jumiah peserta
pelatihan
penggunaan aplikasi
di bidang pendidikan
yang dilaksanakan

Satuan
Orang

\gkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan dalam menggunakan aplikasi di
bidang pendidikan untuk menunjang proses pembelajaran

Operasional

1. Melakukan identifikasi kebutuhan topik pelatinan terkait aplikasi/platiorm bidang pendidikan bagi pendidik dan tenaga
kependidikar

teknis terkait dengan bidang pendidikan
3. Melakukan supervisi dan evaluasi terhadap pelatinan pemantaatan aplikasilplatiom bidang pendidikan bagi pendidik dan
tenaga kependidikan

NSPK (Norma. Standar_Prosedur_ dan
) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
2) araturan Menia Pondigiin, Kebudeyaan. Rise dan Teknaogi Nemer & Tahun 2022 tonang Evaluasi Sisem
Pendicikan

3) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengadaan
Barang/Jasa ole Satuan Pendidikan merupakan acuan bagi Satuan Pendidikan.

4) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan
Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah (pasal 21 ayat 4)

5) Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2022
Tentang Standar Operasional Penyelenggaraan Sistem Informasi Pengadazn Satuan Pendidikan.

701021030071 | 1.01.02.1.03.0071 B Penyelenggaraan Proses Belajr| Terselenggaranya Proses | Jumian Satuan | Satuan Fasiitasi penyelenggaraan asesmen torstandar sesuai dengan peraturan Mendikdasmen yang | 1 Melakukan persiapan asesmen lerstandar bagi peserta didk. sesuai dengan peraturan Mendikdasmen yang berlaku ) Peraturan Menten Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor § Tahun 2022 tentang Evaluas Sistem
Bagi Peserta Didk Belgjar Peserta Didk Pendidikan yang | Pendidiken berlaku 2. Molakukan pelaksanaan asesmen terstandar bag pesarta did, sesual dengan peraturan Mendikdasmen yang berlaku Pendidikan.
Menyelenggarakan 3. Melakukan pelaporan asesmen terstandar bagl peserla didik, sesual dengan peraturan Mendikdasmen yang berlaku 2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada
Proses Belajar 4. Melakukan pemanfaatan hasi asesmen terstandar bagi peserta didik, sesuai dengan peraluran Mendikdasmen yang beriaku |Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (pasal 2 ayal 1, pasal 9-18)
3) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan
Minimal Pendidikan
4) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan
Pendicikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah (pasal 21 ayat 4)
5) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum Pada
Pendidikan Anak Usia Diri, Jenjang Pendidkan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah (pasal 20 ayat 4)
6) Peraturan Mendikdasmen terkait layanan asesmen fersiandar, yang berlaku
7) Peraturan Mendikdasmen terkait sistem penerimaan murid baru, yang beriaku
untuk proses bel ) Melakukan identifikasi kebutuhan untuk peringkatan kualitas pembelajaran di satuan pendidikan, termasuk diskusi dengan | 1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sisterm
Unit Layanan Disabiltas untuk asesmen peserta didik disabiltas Pendidikan.
b) Menyusun rencana dan sirateg! pembelajaran yang efekif dan efisien uniuk mengembangkan polensi, prakarsa, 2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada
‘ampuzn, dan kemandiian peserta didk secara optimal Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidkan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (pasal 2 ayal 1, pasal 9-18)
) Melakukan pendampingan pelaksanaan peningkatan kualitas pembelzjaran di safuan pendidikan melalui suasana belajar  |3) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tenang Standar Pelayanan
yang interaki, inspiraf, menyenangkan, menantang, memolivas peserta idik uniuk berpartsipasi akii, dan memberikan | Minimal Pendidikan
uang yang cukup bag prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik, serta psikologis | 4) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan
a did Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah (pasal 21 ayat
) Melakukan evaluasi pelaksanaan peningkatan kualitas pembeljoran di satuan pendicikan 5) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurkulum Pada
) Melakukan supervisi dan koordinasi pengembangan kurikulum di tingkat satuan pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidkan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah (pasal 20 ayat 4)
6) Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Nomor 26216/B/HK.04.01/2023
707021030048 |1.0102.1.03.0048 embinaan Minal, Bakal dan | Siswa yang Mengikull Ajang | Jumiah Siswa yang | Peserta Didk | Fasitas! pembinaan dan pelaksanaan kompetsiiomba akademik dan non-akademik baik 7) Melakukan pemetaan minal dan bakal peserta didk yang berpotenst untuk mengikull berbagal Baik tngkat | 1) No. 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidian Anak Usia DI Jerjang
Kreativitas Siswa KompelisilLomba Akademik | Mengikuti Ajang tingkat provinsi, nasional, maupun internasional provinsi, nasional, maupun interasional. Pendidikn Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah
dan Non Akademik pelisiLomba 2 et 2) Permendikbudristek No. 71 Tahun 2024 tenang Manajemen Talenta Peserta Didik
Akademik dan Non ) Mk ikl dan it e posts ik e MO i Koot o sspe] LIS it
Akademik nasional, FLS2N, dan KOSN
4) Memfasiltasi peserta didik yang mengikuti ajang kompetis nasional maupun intemasional
701021030056 | 1.01.02.1.03.0056 B Pembinaan Penggunaan Tertaksananya Pembinaan | Jumiah Orang yang | Orang Pembinaan penddik dan (enaga kependidikan Galam pemanfaatan TIK dengan memperhatian | 1) Melakukan identfkas! kebutuhan (opik dan tema pemanfaatan TIK uniuk pembelajaran dan pengelolaan satuan pendidikan | 1) Peraturan Menterl Pendidikan, Kebudayaan, Risel dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengeloiaan
Teknologi, Informasi dan Penggunaan Teknologi, | Mendapatkan keadaban digital (digital ethics ) fengan memperhaikan keadaban digita (digital ethics) Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah (pasal 21 ayat
Komunikasi (TIK) untuk Informasi dan Komunikasi | Pembinaan 2) Memasiltasi pemanfaatan TIK termasuk pengembangan konten untuk pembelajaran dan pengelolaan satuan pendidikan | 2) Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Pendidikan (TIK) untuk Pendidikan | Penggunaan 3) Melakukan supervisi dan evaluasi terhadap pemanfaatan TIK bagi pendidik dan tenaga kependidikan Nomor 26216/B/HK.04.01/2023 tentang Model Kompetensi Guru
Teknologi, Informasi 3) Pedoman PembaTIK Tahun 2024 oleh Pusdatin Kemdikbudristek
Gan Komunikasi 4) Kerangka Kompetensi TIK untuk Guru
(TIK) untuk
Pendidikan
701021030073 |1.01.02.1.03.0073 [Bimbingan Teknis, Peiatinan, | Terlaksananya Bimbingan | Jumian Peserta | Orang Fasiitas: pondidi/pendamping satuan pendidian Untuk peningkatan kormpetens! frkait - Vieryenggaran pellian i bTingan St Ul pendipondaring saan penddian kel poroelafran | 1 PrmonaKbudistaNo. 16 Tahun 202 etarg Sandar Prose pada Ponddken Anak Usia i, Jajarg P
dan/ateu Magang/PKL untuk | Teknis, Pelatihan, danjatau | Bimbingan Tekcs, pembelajaran mendalam (Deep Learming), Kecerdasan Arifisial dan Koding, serta STEM mendalam (Deep Learming), Kecerdasan Arifisial dan koding, serta STEM (Science, Technology, Engineering, and Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menenga
Peningkatan Kapasitas Bidang | Magang/PKL untuk Pelatihan, dan/atau (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) Mathematics) oy mendlansiatel N 55 Tann 243 eiang Slandar Saranacan Prasarana pada Pendidan Ansk Usia i,
Pendidikan Peningkatan Kapasitas | Magang/PKL untuk Jenjang Pendidikan dan Jenjang Pendidikan Menengah
Bidang Pendidikan Peningkatan 3) Permendikbudristek No. 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pad Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar,
Kaastas Bcorg dan Jenjang Pendidikan Menengah
ang 4) Permendkbucristek No. 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 15
Phbecents Tahun 201 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah
1.01.021.03.0008 |1.01.02.1.03.0008 Pembangunan Sarana, rana, Prasarana dan Jumiah Sarana, | Unit Penyedian sarana dan pasarana yang sesuai untuk mendukung pembelajaran mendaiam Melakukan pemetaan kondisi sarpras satuan pendidikan yang mendukung pelaksanaaan kegiatan pembelajaran mendalam | ) " ermenPan R8 No. 21 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional Guru
Prasarana dan Utiitas Sekolah | Utiitas Sekolah yang Prasarana dan (Deep Leaming), Kecerdasan Arifsial dan Koding, serta STEM (Dcep Leamin). kecerdsan arifia, koing.dan STEW
Terbangun Utiitas Sekolah yang diakan aana dan prasatana Uk mendukung pelksanaaneitan permbolaan mendalm (Dsep Loarig).
Telah Dibangun Kecerdasan Ariisal can Koding, serta STE
T07.02.1.03.0081 |1.01.02.1.03.0081 Fasiitasi Komunitas Belajar | Komunitas Belajar Pendidik | Jumlah Komunitas | Komunitas Fasiitasi pengualan kelompok kerja guru dalam pembelajaran menggunakan Deep Leaming |- Melakukan pembinaan erja gura ) terkalt mendalam (Deop
Pendidik dan Tenaga dan Tenaga Pendidik yang | Belajar Pendidik dan Kecerdasan Arisial dan Koding, serta STEM Loarning), Kecerdasan Arifsial dan koding, serta STEM
Kependidikan terfasitasi Tenaga Pendidik
yang terasiltasi
701021030051 | 1.01.02.1.03.0051 Pembinaan Kelembagaan dan | Terlaksananya Pembinaan | Jumiah Sekolah Fasiitas! saluan pendidikan dalam peningkatan kompelens! erkail pembelajaran mendalam |- Gaerah terkail
Manajemen Pendidikan Khusus |Kelembagaan dan Pendidikan Khusus | Pendidikan (Deep Leaming), Kecerdasan Ariifisial dan Koding, serta STEM mendalam (Deep Leaming), kecerdasan Aifsial, Koding, dan STEM
Manajemen Sekolah yang Dilaksanakan
Pendidikan Khusus Pembinaan
Kelembagaan dan
Mangjemen
Kecukupan buku (eks |1.01.02.1.03.0083 | 1.01.02.1.03.0083 B Perlengkapan Dasar Buku Teks | Peseria Didk Menerima | Jumiah Buku Teks | Buku Pengadaan buku teks Gan non teks yang bermutu sesuai dengan peraiuran yang beriaku ) Melakukan idenifkasi kebutuhan buku bacaan (eks dan nor-teks penunjang pengualan leras: dan numerast 1) Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan
Gan non teks yang Gan Non Teks Peserta Didk | Perlengkapan Dasar Buku | dan Non Teks yang 2) Melakuikan identifikasi sasaran infervens saluan pendidikan penerima buku 2) Peraturan Pemeriniah Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor3 Tahun 2017
berkualitas Teks dan Non Teks Diterima Peserla 3) Melakukan pengadaan buku teks dan non-teks penunjang literasi dan numerasi (termasuk buku toks utama Pendidikan | tentang Sistem Perbukuan
Didik Porcasiadanbuku et bormutan ancasla) seua el parstan erndang undogen 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Gara Kerja Sama Dasrah dengan Pihak Ketiga
4) Melakukan pendistribusian buku bacaan teks dan non-leks ke sauan pendi 4) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurkulum Pada
5 Mtakukan boprvitdon valuae ornadap pemaneetan buku ks dan non- 1ok, temasul pomanfaatan buku iclonik | Pencakan Anak Usia DI, Jonong Pendidian Dascs. Dan Jenjon Pendien Nionengah (oase 29 et 4)
yang telah disediakan oleh pemerintah, misainya: buku kemdibud.qo.d atau Ruang Pubik di rumah,pendidi 5) Peraturan Juknis DAK Fisik yang beriaku pada tahun berjalan
6) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaanristek tentang Penetapan Buku Teks dan Buku Nonteks
7) K Ka. BSKAP tentang Penetapan Harga Eceran Tertingg Buku Teks dan Buku Nonteks
701061010012 |Penyusunan, Penerbitan, dan | Teriaksananya Penyusunan, | Jumian buk Buka Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyal Daerah Penunjang Literasi merupakan | Pemerintah Gaerah perlu melakukan Upaya-Upaya sebagal berkut. T Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, sera Lagu Kebangsaan
Pendistribusian bukubuku | Penerbitan, dan berbahasa daerah rangkaian akivtas mula dari diseminasi, penelapan, pencetakan, pendistribusian, pengelolaan, |1. Diseminasi program kepada msayarakat luas, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik secara tertulis maupun | 2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinan, dan Pelindungan Bahasa dan Sasira
buku-buku  [yang ) an pngibesn b catia rakya st yeng ke pemarah dssrah cergan e serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia
berbahasa daerah ditebitkan, dan sasar wiayahnya yang dengan pemerintah pusat. | 2. Penetapan buku cerita rakyat berbahasa dacrah yang akan dicetak melalui mekanisme bertahap sesuai dengan petunjuk |3, Peraturan Presiden
didistribusikan teknis Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia
3. Pencetakan buku cerita rakyat berbahasa daerah terpilin 4. Peraturan Menteri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia
2 Pandisrbusion bur conta rakyat beroanasa 6aerh trih kopada ana dan pemucda mealul sckdah dan kamuritas |5, Parattan Menter Nomr 18 Tahun 2021 tenang Pormbakuan dan Kodifkast Kaah Banasa Indonesia
beranggotakan anak dan pemuda. 6. Peraturan Menteri Nomor 42 Tahun 2018 tentang Kebijakan Nasional Kebahasaan dan Kesastraan
5. Pengelolaan dan pendampingan pemanfaatan buku cerita rakyar agar dapa dioptimalkan dalam menunjang kecakapan | 7. Permendikbud Nomor 22 tahun 2022 tentang Standar Mutu Buku, Standar Proses dan Kaidah Pemerciehan Naskah
berbohasa daerah anck dan pemud Serta Standar Proses dan Kaidah Penerbitan Buku
6. Pengimbasan program melalui berbagi prakik baik dengan wilayah lain
Peralatan TIK dan alal|1.01.02.1.03.0040 |1.01.02.1.03.0040 B Pengadaaan Alat Prakiik dan | Alat Prakik dan Peraga | Jumlah Alal Prakik | Pakel Pengadaan peralatan TIK dan alal prakik belajar leras! dan numerast ) Melakukan pendataan satuan pendidikan yang belum memilid peralatan TIK dan alat prakik belajar ierasi dan numerasi | 1) Peraturan Menter Dalam Negeriterkail Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun
prakiik belajar lterasi Peraga Peserta Didik Peserta Didik yang Tersedia |dan Peraga Peserta 2 engusan saluanpendidin yangbeum memii peraan T dn fat rakk bl Wers dan et utu | bren
an numerasi Didik yang Tersedia menerima DAK Fisik dan/atau sumber pendanaan fain yang relova 2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum Pada
9 Viengaoksian dena dalam APGD uruk pengadan Tk dan et okt b Hera!don rumera! boglsetuan Pendicikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah (pasal 29 ayat 4)
pendidikan yang belum memiliki peralatan tersel 3) Peraturan Juknis DAK Fisik yang beriaku pada tahun berjalan
) Mielakon pangadacn peraltan TIK dan ala pokik bl erai dan numerasisesual peratran perundang-undangan
5) Melakukan supervisi dan evaluasi terhadap pemanfaatan, dan pemelinaraan peralatan TIK dan alat praklik belajar lierasi dan
numerasi
Pemenunan gz |1.01.02.1.03.0060 |1.01.021.03.0060 Sosialisasi dan Advokas! Terlaksananya kegiatan | Jumiah kegialan | Dokumen Sosiaisas! Gan advokas terkail edukasi rilainilal dalam penyediaan makanan bergizi bagi |- Melakukan sosialisasi terkall edukasi rilai-nilal dalam penyediaan makanan bergiz bagi peseria didik (Perlaku Hidup Bersin | 1) Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2017 tentang Pengualan Pendidikan Karakler

peserta didik

Kebijakan Bidang Pendidikan

sosialisasi dan advokasi
kebijakan di bidang
Pendidikan

sosialisasi dan
ivokasi kebijakan di

bidang Pendidikan

yang dilaksanakan

peserta didik

Sehat/PHBS, budaya antri, berdoa, makan sehat, gizi, dan lain-lain)
- Melakukan pendampingan ke satuan pendidikan terkait penyediaan makanan bergizi bagi peserta didik

2) Peraturan Menteri Pendidikan, dan Kebudayaan No. 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti
3) Peraturan Menteri Pendidikan, dan Kebudayaan No. 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada
Satuan Pendidikan Formal



https://docs.google.com/spreadsheets/d/16U_U03DBh2gnyU9LUh0WB3o1R5nNeTWnRYim9UBwxN0/edit?gid=473509985#gid=473509985
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16U_U03DBh2gnyU9LUh0WB3o1R5nNeTWnRYim9UBwxN0/edit?gid=473509985#gid=473509985
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16U_U03DBh2gnyU9LUh0WB3o1R5nNeTWnRYim9UBwxN0/edit?gid=473509985#gid=473509985
http://buku.kemdikbud.go.id/
http://buku.kemdikbud.go.id/
http://buku.kemdikbud.go.id/
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http://buku.kemdikbud.go.id/
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Kelompok.
Indikator

Inklusivitas 3)

Iklim keamanan SDLB.
Ikiim keamanan SMPLB
Ikiim keamanan SMALB
Ikiim kebinekaan SDLB

Ikiim kebinekaan SMPLB
Ikiim kebinekaan SMALB
Ikim inklusivitas SDLB

Ikim inklusivitas SMPLB
Ikim inklusivitas SMALB

Akar Masalah

Iklim Keamana
Pemahaman dan
sistem pelayanan
pendampingan terkait
keamanan untuk
mencegah
perundungan,
kekerasan seksual,
dan hukuman fisik

Iklim Kebinekaan:
Pemahaman dan
sistem pelayanan
pendampingan terkait
kebinekaan untuk
mencegah
diskiminasi tethadap
ekonomi, gender, fisik,
agama, suku, dan
budaya

Iklim Inklusivitas:
n

berbakat istimewa

SLB Pabua
1.01.02.1.03.0051

SLB Panua Barat
1.01.02.1.03.0051

Nomenklatur
Pembinaan Kelembagaan dan

'Sub Kegiatan

Terlaksananya Pembinaan

Jumiah Sexcien

Satuan

Ikiim Keamanan: Fasiltasi peningkatan pemahaman dan sistem pelayanan pendampingan

Defini

Operasional

nalisa
Melakukan sosialisasi terkait eduka ‘dalam penyediaan makanan ber

bagi peserta didik (Perilaku Hidup Bersih

NSPK (Norma. Standar. Prosedur. dan
1) Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter

Karakter peserta didik

Manajemen Sekolah Pendidikan | Kelembagaan dan ikan Khusus | Pendidikan kepada satuan pendidikan terkait keamanan untuk mencegah perundungan, kekeragan seksual, | SehaPHBS, budaya antri, berdoa, makan sehat, gizi, dan lain-lain) 2) Peraturan Menteri Pendidikan, dan Kebudayaan No. 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekert
Manzjemen Sekolah yang Dilaksanakan dan hukuman fisik - Melakukan pendampingan ke satuan pendidikan terkait penyediaan makanan bergizi bagi peserta didik 3) Peraturan Menteri Pendidikan, dan Kebudayaan No. 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada
Pendidikan Khusus Pembinaan - Ikim Kebinekaan: Fasiltasi peningkatan pemahaman dan sistem pelayanan pendampingan ‘Satuan Pendidikan Formal
Kelembagaan dan kepada satuan pendicikan terkait kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi,
Manajemen gender, fisik. agama, suku, dan bud
- IKim Inklusivitas: Fasilitasi peningkatan pemahaman dan sistem pelayanan pendampingan
kepada satuan pendidikan terkait inklusivitas ntuk meningkatkan layanan pendidikan inklusif
terutama terhadap peserta didik penyandang disabilias, peserta didik yang memilii kecerdasan
istimewa dan berbakat istimewa
T01.02.1.03.0066 | 1.01.02.1.03.0066 Pemberian layanan Terlayaninya satuan Jumia kegiatan | Kegiatan ~TKiim Keamanan: Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk Layanan Pendampingan untuk IKim Keamanan 7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 entang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Bab VIl Pencegahan, Koordinas, dan
pendampingan bagi satuan | pendidikan dalam endampingan bagi narcageh prrhngen o Kekiesa skl i ek il 4 (s ok (s o) Mesckon pnarmpingen pcproses el sl i yargbebss s aerssn s, kkerssnpiis | Peaision
pendidikan untuk pencegahan | pencegahan perundungan, | satuan pendidikan bulan perundungan, kekerasan seksual, dan kebijakan yang mengandung kekerasan dengan memastikan pemenuhan hak anal 2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
perundungan, kekerasan, dan | kekerasan, dan intoleransi | untuk pencegahan - Klim Kebinekaan: Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendicikan untuk b) Melakukan sosial satuan 3) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
intoleransi mencegah intolerans, dukungan keberagaman dan mendorong kebhinekaan minimal 1 (satu) | pendidikan. 4 Perauran Prsiden Nomo 101 Tahun 2022 etang Saegi Nesonal Perghapusan Kekerasan Tethadap Ansk
kekerasan, dan kali dalam 6 (enam) bulan ) Melakukan pendampingan dan mendukung pemulihan fisik dan psikologis bagi korban kekerasan di satuan pendidikan. 5) Peraturan Ber ha Kesehatan Sekolah/Madrasah
intoleransi - IKim Inklusivias: Pemberian layanan pendsmpingan kepada sefusn pendidiken untuk d) Melakukan pendampingan kepada satuan pendidikan terkait tata kelola satuan pendidikan yang merdeka dari kekerasan 6) Perjanjian Keﬂa Sama ar Koo ot don Teknologi dan Kemendagri, Kemenag, KemenPPA, Komensos KPAL
g o s pent O O s el e S
disabiltas minimal 1 (satu) kel defam 6 (enem) bulen Layanan Pendampingan unfuk |im Kebinekaan: 12023 Nomor: 4 Tahun 202; Nomor: O7 IPKSIKPN 2023; Nomor: 008 L O0-PKSIX 12023 Nomor {8PHS.KND /10
) Melakukan pendampingan pada proses pembelajaran yang bebas dari diskriminasi dan intoleransi dengan memastikan
pemenuhan hak anak di satuan pendidican. 7> Peatran Menter Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
b) Melakukan pendampingan kepada satuan pendidikan dalam menciptakan lingkungan belajar yang berkebinekaan. 8) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi Bagi Peserta Didik yang Memiliki
Kelainan dan Menilki Polensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.
7 Perturan e Peidian, obucayaan. sl dan ToklogiNoror 18 Tahun 201 eiang Pengendlan Lingugen
Layanan Pendampingan untuk Ikim Inklusivitas. Sekolah Bagi S
) Milkukan pencampingan proses pembelaaran kepatia pesert ik penyandang cisabiltas dan pesert ik CIB (Cerdas |5y Fosstran Morenenickan,Kebuciyaan, Riset,dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan
Istimewa dan Berbakat Istimewa) di satuan pendidikan Vil Pedidian
b) Melakukan pendampingan program Kekhususan sesuai dengan hambatan peserta didik di satuan pendidikan. 10) Peraturan Menteri Pendicikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahen dan
) Mlkoken pondaringen ke, beup pangaysan dan eninglatan kmpetansi st kbutuhan paset ik CIB o enanganan Kekerasan o Lingkngen Satan Pencidian
satuan pendi 11) Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 49/M2023 tentang
a) propiy pencdampingan non akademi, yaits pendampingan perkembangan pekologs dan sosal peserta did i saluan | Petunok Tekis Tta Cara Peaksanaan Porcegahan dan Penanganan Kekerasan diLngkungan Satuan Pencldikan.
pendidikan 12) Peraturan Menteri Pendicikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak
©) Melakukan pendidikan terkat pendidikan yang inklusi uniuk Peserta Didik Penyandang Disabilltas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan
Menengah, dan Pendidikan Tingol
13) hitps:/imerdekadarlkekerasan kemdikbud. go.id
1.01.021.03.0073 |1.01.02.1.03.0073 Bimbingan Tekns, Pelatinan, | Teriaksananya Bimbingan | Jumiah Peserla | Orang ~ TKim Keamanan: Peningkatan kapasitas pendidk dan tenaga kependidikan terkail ~ Melaksanakan kegiatan pemanfaatan platform Kompeten: Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Bab VIl Penceganan. Koordinasi, dan
dan/atau Magang/PKL untuk | Teknis, Pelatinan, dan/atau | Bimbingan Teknis, pencegahan dan penanganan perundungan, kekerasan seksual, narkoba, hukuman fisik, serta | pencegahan, penanganan kekerasan serta penguatan kebinekaan o pemngkalan lovanan yen kst stuen poncdikn. | Pemantaua
Peningkatan Kapasitas Bidang | Magang/PKL untul Pelatinan, dan/atau pembinaan dalam rangka pendidikan kesehatan - Melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada pendidik untuk mengikut pelatihan mandiri di platform Kemendikdasmen, serta [2) Peraturan Pemerta Noror 2 Tahun 2018 tntang Sandr Playanan Mimal,
Pendidikan Peningkatan Kapasitas | Magang/PKL untuk - Wim Kebinkean: Peinghaan kapsitas pendid dan tonagakependidken pencogaten sosialisasi modul Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, modul Wawasan Kebinekaan Global dan modul ROOTS Mandiri, |3) Peraluran Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 fentang Standar Nasional Pendidikan.
Bidang Pendidikan Peningkatan intoleransi, dukungan keberagaman dan mendorong kebine - Moo rdinas dn sosissaikepadapendidlicntuk mlivat o inspres  plaarn Komerdicasmon dan video il Sl LAy St A AT A T
Kapasitas Bidang - Ikim inklusivitas: Peningkatan kapasitas pendidik dan Ienaga kependidikan untuk peningkatan | edukasi i laman htps:/imerdekadarikekerasan kemikbud.go. 5) Peraluran Ber ha Kesehalan SekolafMadra:
Pendidikan yang layanan disabiltas, cerdas dan berbakat istimews, dan penerimazn disabiltas - Menyelenggarakan pelatinan kompetensi pendidik dalam pendampmgan pembelajaran peserta didik penyandang disabiltas, () Peanian Kt S it Koo Rt dn Toio Gon s, e, KemarP oA Kaneis KA.
dilaksanalay, dan pengelotoan inglungan sekcian yang kondusif dan Inkusit Komnas HAM, dan Komnas Disabilitas Tentang Implementasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Pada Satuan
Pendidikan Nomor: 7 /X/PKS/2023; Nomor: 400.1.r1sd7ols.J; Nomor: 12 Tahun 2023; Nomor: 014/ Setmen Birohh /KL 01109
12023 Namor: 4 Tahun 2023 NomorG7 IPKSIKPN [2023; Romor: 008 L. 00-PKSIX 12023 Nomor 18PKS KN/ 10
7 Peatran Mentr Datam Nege Nomor 5-Tahun 2021 eiang Penerapan Stancar Peayaran inimal
8) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendicikan Inklusif Bagi Peserta Dicik yang Memiliki
Kelainan dan Menilki Polensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.
7 Peraturan MentePencidian, Kebudayaan,Rise, dan Tekolog Norar 19 Tahun 2016 tentang Pengenlan Lingkungan
Sekolah Bagi Siswa Ban
5 Perauran Mente Pendickan,Kebucdeyaan, ise,dan Teknolog Nomor 32 Tahun 2022 enang Standar Tekns Pelayanan
Minimal Pendidikan
10) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan
Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan
11) Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 49/M2023 tentang
Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidkan
12) Peraturan Menteri Pendicikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak
ok Poserta ik Penyandan Disabilas pd Sauan Pndidian Ak Usia O Fomal, Pedidan Dasar, Pondian
Menengah, dan Pendidikan Tin
15 st cadariekerasaniemabudcold
Penin ngetahuan pendidlk Uk peserta didik | 1. Melakukan identifikasi pendidik berkaitan dengan pemahaman pembelajaran peserta didik penyandang disabiltas, ) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang pencegahan dan
penyandaﬂg Geabiites dongan bekerasama dengan Uni Layanan Disabitas 1ULD) Pendidikan |2. Melakukan koordinasi dan diskusi dengan Unit Layanan Disabilitas (ULD) penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan
3. Mendorong pendidik untuk peserta didik penyandang disabiltas 2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta
4. Menyelenggarakan pefatihan/bimbingan tekis terkait pembelajaran untuk peserta didik penyandang disabilitas Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah,
5. Melakukan supervisi dan evaluasi terhadap pelatihan/bimbingan teknis terkait pembelajaran untuk peserta didik penyandang | dan Pendidikan Tinggi
disabiltas bagi pendidik dan tenaga kependidikan 3) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standr Pengeloiaan
Pendicikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah (pasal 21 ayat 4)
T01.02.1.03.0060 | 1.01.02.1.03.0060 Sosialisasi dan Advokasi Terlaksananya kegiatan | Jumlah kegiatan | Dokumen ol dan a0k, pengutan poakan Faraa il Goraan Tuph Kebasaan Ak | eryusun [biaken i oenguetan pondafan arater il Goraan Ul Kebasean Ak Inconcsia Heba, sopr | 1) P No 67 Tahun 2017 lntano Pengtan P Krater
Kebijakan Bidang Pendidikan | sosiaisasi dan advokasi | sosialsasi dan Indonesia Hebat Pemberdayaan Catur Pusat in (Satuan Pendidikan, Keluarga, Masyarakat dan Medi 2) Permendikbud No. 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekert
kebijakan di bidang ivokasi kebiakan di b. Kegiatan pertemuan Pagi G yaﬂu ) sonam pogAnek Indanesa Haa e vkl e singau: () 3) Permendikbud No. 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Forr
Pendicikan bidang Pendidikan Menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai bentuk cinta tanah air; dan esuai keyakina 4) Surat Edaran Bersama Kemendikdasmen, Kemendagr, dan Kemenag Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penguatan
yang dilaksanakan LNtk brsyUKur . memehon Kelancaran pombolajaan dan memporkual i spntel den terane anarpeserta ik Pendidikan Karakter melalui Pembiasaan i Satuan Pendidikan
. Gerakan Kepanduan dan Ekstrakurikuler lainnya
- Melakukan sosialisasi dan advokasi implementasi Gerakan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat kepada stakeholder
pendidikan
T01.021.03.0051 |1.01.02.1.03.0051 Pambinaan Keombogean Gan | Torafasnonya Farbien | Juviah Sokcah _— [Satian el ponguet Pondin aer I Gorakan T Kaasaan Ak nconesi | Wl pona g Ko saien poriaran Gaam patn P Jaten Krsar 1l Garakan THh Kebissoo
Manajemen Sekolah Pendidikan [ Kelem! Pendidikan Khusus | Pendidikan Hebat \nak Indonesia Het
Khusus Varsjoran Sek yang Dilaksanakan - Melakukan pemamauzn dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran pendidikan karakter melalui Gerakan Tujuh Kebiasaan Anak
Pendidikan Khusus Pembinaan Indonesia Hebat dan penerapan tata kelola pendidikan yang bersih dan baik yang dilaksanakan di satuan pendidikan paling
Kelembagaan dan sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
Manajemen Fasilitasi penguatan peran Bimbingan Konseling i satuan pendidikan - Melakukan pemetaan keberadaan guru/peran BK di satuan pendidikan 1) Permendikbud No. 111 Tahun 2014 tentang Bimibingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan
- Melakukan koordinasi peningkatan peran BK di satuan pendidikan Men
- Melakukan supervisi dan evaluasi peran BK di satuan pendidikan 2) Permendikbudristek No. 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang
Pendicikn Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah
3) Permenpan RB No. 21 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional Guru
101.021.03.0073 | 1.01.02.1.03.0073 Bimbingan Tekns, Palathan, | Terlaksananya Bimbingan | Jumiah Peserta | Orang Satuan bimbingan teknis pendidikan uniuk Farapu Bigan| 1) PermandRbud No. T4 Tahun 2014 e Biigen don Koalin pac Pacichon Dssar con Panciaian

Gan/atau Magang/PKL untuk
Peningkatan Kapasitas Bidang
Pendidikan

Teknis, Pelatinan, dan/atau

Bidang Pendidikan

Bimbingan Teknis,
Pelatinan, dan/atau
Magang/PKL untuk
Peningkaten
Kapasitas Bidang
Pendidikan yang
dilaksanakan

Peningkatan kemampuan bimbingan konseling pada seluruh
pendidikan

=
onseling serta pemetaan minat dan bakat anak dalam mendkung proses pembeair

Menengat
2) Permendikbudristek No. 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang
Pendidikn Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah

3) Permenpan RB No. 21 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional Guru
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c. Penandaan Standar Pelayanan Minimal Jenis Pelayanan Dasar Kesehatan Pada Pemerintah Provinsi
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Pelayanan kesehatan bagi
‘i Peraturan Menteri Kesehatan
1 Eggs;::tl;i t:::s;:pakbeng?: 1 02 02 102 | 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak| R| Nomor 6 Tahun 2024
dan/atau berpotensi bencana Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana petniznnhgafta:?j::::;;ian
provinsi . Dasar pada Standar
Pelayanan  kesehatan  bagi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi| Pél@yanan Minimal Bidang
2 |penduduk pada kondisi 1 02 02 1.02 | 0002 Kejadian Luar Biasa (KLB) Kesehatan
kejadian luar biasa provinsi




d. Penandaan Standar Pelayanan Minimal Jenis Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum Pada Pemerintah Provinsi
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Jenis Pelayanan Dasar S a ’ga 2 E; Nomenklatur
= 5 a N4 2
°© >
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Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem
! 03 03 1.01 0025 Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
1 03 03 1.01 0017 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas
Kabupaten/Kota
1 03 03 1.01 0018 Peningkatan  Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas
Pengelolaan dan Kabupaten/Kota
Pengembangan Sistem 1 03 03 1.01 0020 Optimalisasi  Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas
1 Penyediaan Air Minum ' Kabupaten/Kota
(SPAM) Lintas 1 03 03 101 | 0021 |Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum
Kabupaten/Kota ' (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air
! 03 03 1.01 0014 Minum (SPAM) Kabupaten/Kota
1 03 03 1.01 0019 |Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyelenggara Sistem Penyediaan Peraturan Menteri
1 03 03 1.01 0026 |[,. .,
Air Minum (SPAM) Pekerjaan Umum dan
1 03 05 1.01 0015 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem|] Perumahan Rakyat RI
' Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Nomor 13 Tahun 2023
Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)| tentang Standar Teknis
1 03 05 1.01 0013 Terpusat SPM Bidang Pekerjaan
: : : : : Umum dan Bidang
Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD
1 03 05 1.01 0011 9 9 ( ) Perumahan Rakyat
Terpusat
Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air
! 03 05 1.01 0022 Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota
5 | Pengelolaan dan Pengembangan ’ 03 05 101 | 0023 |Pembinaan dan/atau Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan
Sistem Air Limbah Domestik Regional ' Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
1 03 05 1.01 0021 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara
' Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
1 03 05 1.01 0016 Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah

Domestik (SPALD) Lintas Kabupaten/Kota
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1 03 05 1.01 0018 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
(SPALD)
1 03 05 1.01 0012 |Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat
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1 | Penyediaan dan rehabilitasi rumah 1 04 | 02 | 101 | 0003 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Peraturan Menteri
yang layak ) Belum Tertangani Pekerjaan Umum dan
huni bagi korban bencana provinsi | 1 | 04 | 02 | 1.01 | 0009 |Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Provinsi Perumahan Rakyat Nomor
Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana| 13 Tahun 2023 tentang
1 04 | 02 | 1.01 | 0010 Provinsi Standar Teknis Standar
1 04 | 02 | 1.01 | 0011 |ldentifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi Pellr’ay:n?n MISImaI Bc;dang
— - - —— ekerjaan Umum dan
1 04 | 02 | 1.02 | 0001 Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Bidang Perumahan Rakyat
Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana
1 04 | 02 | 1.02 | 0004 |Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator
1 04 | 02 | 1.02 | 0006 |Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan
1 04 | 02 | 102 | 0008 Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban
Bencana
1 04 | 02 | 1.03 | 0001 |Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
1 04 | 02 | 1.03 | 0004 |Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
1 04 | 02 | 1.03 | 0007 |Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Provinsi
1 04 | 02 | 1.03 | 0012 |Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi
1 04 | 02 | 1.04 | 0004 |Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan
1 04 | 02 | 1.04 | 0006 |Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi
1 04 | 02 | 1.04 | 0007 |Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi
2 Fasilitasi penyediaan rumah yang 1 04 | 02 | 1.01 | 0002 |ldentifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan Peraturan Menteri
layak huni bagi 1 1oal o2 1011 0008 Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah| Pekerjaan Umum dan
masyarakat yang terkena relokasi : Khusus Perumahan Rakyat Nomor
program Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang| 13 Tahun 2023 tentang
Pemerintah Daerah provinsi. 1104 |02 101 ) 0007 Terkena Relokasi Program Provinsi PSltandar T'(\a/llfnlis Slteér?jar
Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program|™'@yanan Minimal sidang
1| 04| 02| 101 [ ooos [SEHE yang Berp 9 Pekerjaan Umum dan
Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat Bidang Perumahan
1 04 | 02 | 1.02 | 0007 : o Rakyat
yang Terkena Relokasi Program Provinsi
1 04l 021 102 | 0009 SOS|aI_|saS| Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses
Pembiayaan Perumahan
1 04 | 02 | 1.02 | 0010 Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan/atau
Bangunan
1 04 | 02 | 1.03 | 0008 Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program

Provinsi
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1 04 | 02 | 103 | 0010 Fasilitasi Pen.ye(.jlaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi
Program Provinsi
1 04 | 02 1 103 | 0011 Pemban.gunan Rumah_Kh_usus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena
Relokasi Program Provinsi
1 04 | 02 | 1.04 | 0004 |Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan
1 04 | 02| 104 | 0003 Penatau.sahaan Serah Terlma Rumah bagi Masyarakat yang Terkena
Relokasi Program Provinsi
1 04l 02| 104 | 0005 Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi

Program Provinsi




f. Penandaan Standar Pelayanan Minimal Jenis Pelayanan Dasar Trantibumlinmas Pada Pemerintah Provinsi

Permendagri No 59 Tahun 2021

Kepmendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025

x =
D |< % Z
21822z | &
No- Jenis Pelayanan Dasar z |2 o o = | g NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI Keterangan
S 122l ¢ | W <
D (Lol & x )
r 257 n
O [m
1 05 | 02 | 1.01 | 0008 |Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan
1 05 | 02| 1.01 1 0015 Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
1 05 [ 02 | 1.01 | 0024 [Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman
1 05 | 02 | 1.01 | 0029 |Ketertiban Umum, dan perlindungan masyarakat serta dalam
mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum P daari No 121
. . . ermendagri No
1 o5 | 02 | 1.01 | 0030 Pemngkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat Tahun 2018 ttg Standar
Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat .
Pelayananan Ketenteraman dan Teknis Mutu Pelayanan
1 Keteriban Umum Provinsi Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Dfaerah dan Peraturan Dasar Sub Urusan
1 05 | 02 | 1.02 | 0011 |Kepala Daerah dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan Trantibum dari Provinsi
gantlbum 5l 5 5 — 5 dan Kabupaten/kota
1 o5 | 02 | 1.03 | 0012 |Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daera an Peraturan
Kepala Daerah
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan
1 05 [ 02 | 1.02 | 0014 [Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam mendukung
pencapaian SPM sub urusan trantibum
1 o5 | 02 | 103 | 0007 Peningkatan Kapasitas dan Karier PPNS dalam mendukung

pencapaian SPM sub urusan trantibum
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1 |Rehabilitasi sosial 1 [{06[04([1.01] 0001 [Penyediaan Permakanan Peraturan Menteri
dasar penyandang 1 [06]|04]1.01] 0002 |Penyediaan Sandang Sosial RI Nomor 9
disabilitas 1106]|04]1.01] 0003 |Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses Tahun 2018
telantar di dalam panti 1([06[04]1.01f 0004 |Penyediaan Alat Bantu tentang Standar
1 (06| 04]1.01[ 0005 |Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti Teknis Pelayanan
1 [06|04]1.01f 0006 [Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Dasar pada
1 (06| 04]1.01] 0007 [Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Standar Pelayanan
1 ]06]04[1.01] 0009 [Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Minimal Bidang
1 [ 06[04]1.01[ 0010 |Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Sosial di Daerah
1 [ 06| 04][1.01] _0011_|Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Provinsi dan
1106|041.01[ 0017 |Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi kabupaten/Kota
Penyandang Disabilitas
1106|041.01[ 0021 |Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi
Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar
2 |Rehabilitasi sosial 1 [06|04]1.02[ 0001 [Pengasuhan
dasar anak telantar di 1 [06|04]1.02] 0003 [Penyediaan Sandang
dalam panti 1106 04(1.02] 0004 [Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
1106|0411.02] 0005 |Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti
1 [06|04]1.02] 0006 [Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
1106]|04]1.02] 0007 |Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari
1106|0411.02] 0009 |Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
1 [06|04]1.02[ 0010 [|Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
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1 [06|04]1.02] 0011 [Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
1106([04]1.02] 0015 [Penyediaan Permakanan
1106(|0411.02] 0017 [Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan
Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti
110604 1.02[ 0022 |Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak
Terlantar
1106([04]1.02] 0023 [Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti
3 |[Rehabilitasi sosial 1106(04]11.03] 0001 |Penyediaan Permakanan
dasar lanjut usia 1 [06|04]1.03] 0002 [Penyediaan Sandang
telantar di dalam panti | 1 | 06 [ 04 |1.03[ 0003 |Penyediaan Asrama yang mudah Diakses
1 [06|04]1.03] 0004 |Penyediaan Alat Bantu
1 106|04|1.03] 0005 |Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial
1 [06|04]1.03] 0006 [Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
1106]|04]1.03] 0007 |Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
1106(04]11.03] 0010 |Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
1 [06|04]1.03] 0011 [Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
1 (06|04]1.03] 0012 [Pemulasaraan
1 [06|04]1.03] 0015 |[Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut
Usia Terlantar
1 [06]04(1.03] 0016 [Akses ke Layanan Kesehatan Dasar
1106|0411.03] 0017 [Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan
Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti
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Rehabilitasi sosial 06 [ 04 11.04] 0001 |Penyediaan Permakanan
dasar tuna sosial 06 | 04 [1.04] 0002 |[Penyediaan Sandang
khususnya 06| 04 (1.04] 0003 [Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses
gelandangan dan 06 | 04 [1.04] 0004 |Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial
pengemis di dalam 06 | 04 [1.04] 0005 [Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial

panti

o
(o))

04 |1.04] 0006 |Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari

[N Ny QNS N RNEE NN S\ SN Ny g N IS N L N S N R §

06| 04 11.04] 0007 |Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar

06|04 [1.04] 0009 |Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
06 0411.04] 0010 |Pemulangan ke Daerah Asal

06|04 (1.04] 0011 |Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan

Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis
Terlantar di dalam Panti

1106(04]1.04] 0013 [Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi
Gelandangan dan Pengemis

Perlindungan dan 1106]|06|1.01| 0001 |Penyediaan Permakanan
jaminan sosial pada
saat dan setelah

1 [06|06|1.01f 0004 |[|Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan

tanggap darurat 1106|06|1.01] 0005 |Pelayanan Dukungan Psikososial
bencana bagi korban
bencana daerah 1106|06(1.01f 0011 Penyediaan Sandang

rovinsi
P 1106)0611.01] 0013 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi




